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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021 wajib
dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah

Kabupaten WajoTahun 2019 - 2024 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Wajo.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021 pada dasarnya merupakan
gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wajo sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan
tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waj dalam rangka meningkatkan
pelayanan

kepada masyarakat, khususnya di bidang Penanaman Modal . Tugas dan
tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di
tahuntahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan
sinkronisasi serta
kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waj Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj-IPDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sengkang, Februari 2022
Kepala Djnas DPMPTSP
Kabupagen Wajo

Drs. ANDI MANUSSA,S . Sos. M. Si
: Pembina Utama Muda.lV.c
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Pememrintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling
mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan
penyelengaraan otonomi daerah . atas dasar tekad dan semangat untuk
perwujudan good governance itu maka Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo sebagai perangkat daerah pada Pemerintah
Kabupaten Wajo harus selalu meningkatkan profesionalitas dan kinerja sebaai
aparatur DPMPTSP dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Dalam rangka pemenuhan atas tuntunan itu, maka diperlukan pengembangan dan
penetapan system serta prosedur kerja yang cepat,tepat, jelas dan nyata sera dapat
dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo harus
bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.
1.Tugas, Fungsi Organisasi
DPMPTSP Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor
01),dan Ditindak Lanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2009
tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Wajo.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo, sebagai berikut : Melaksanakan
Sebagaian Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas
Otononomi dan Tugas Pembantuan Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, berdasarkan kewenangannya,
kecuali yang ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan atau
ditentukan lain oleh Bupati.
1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Subbagian Keuangan
c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

1. Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal
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2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
2. Seksi pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan
e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal;
1. Seksi Pengendalian Penanama Modal
2. Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)
3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
2) Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris Dinas dibantu
Oleh:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

A. Kepala Dinas
a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Sekda dalam membina,
mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah.
b) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan
Pengembangan Sistem Informasi;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem
Informasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Pengembangan Iklim Penanaman
Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan
Pengembangan Sistem Informasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

c) Tugas Pokok Kepala Dinas :

a. Merumuskan program kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan

Pengembangan Sistem Informasi, berdasarkan ketentuan Peraturan
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Perundang - undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
jalannya pemerintahan;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat
Daerah terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja di
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan, dan Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi,
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang
tugasnya untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan;

d. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja di bidang
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi,
sesuai bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai
secara maksimal;

e. Menyelenggarakan kebijakan pada bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta
Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;

f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem
Informasi;

g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem
Informasi;

h. Mengavaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai
secara efektif;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugaa ; dan

j- Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar
pekerjaan dapat berjalan lancar

B. Sekretaris
a) Sekretaris Dinas merencanakan operasional kegiatan di subbagian umum dan
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan berdasarkan Rencana

Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;

b) Sekretaris Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
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a. Perumusan kebijakan teknis di subbagian umum dan kepegawaian
Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di subbagian umum
dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbagian umum dan
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun
tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

c) Tugas Pokok Sekretaris :

a. Merencanakan operasional kegiatan di subbagian umum dan
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan berdasarkan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup kesekertariatan sesuai
dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi tingkat kesalahan
dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan
efisien;

e. Menyelenggarakan kebijakan di subbagian umum dan kepegawaian,
Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,;

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di
subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan
keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

j- Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar
pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membantu Sekretaris dalam rangka

merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil  pekerjaan,
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dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di Subbagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang - undangan agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas

mempunyai fungsi :
Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis

lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan Peraturan Perundang - undangan dan evaluasi tahun
sebelumnya sebagai edoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

C. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan
hasil kerja;

e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekertariatan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang
kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan  Peraturan
Perundang-undangan;

g. Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional sub bagian umum
dan kepegawaian;

h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan,
administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi
penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas serta penggunaan kantor;

i. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rencana
kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat gaji

berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan
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mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian, kegiatan persiapan bahan
pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti
pegawai dinas mengiventarisasi permasalahan - permasalahan yang
berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

j Memantau pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan
pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas;

k. Memantau penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi
penempatan pegawai;

. Memantau dan mengevaluasi penyiapan bahan dan rencana
kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;

m. Memantau pembuatan laporan kepegawaian dan daftar urutan
Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 Setiap pegawai;

n. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

0. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan
Kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah
ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat
keberhasilan tugas;

p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Membantu Sekretaris dalam

b)

rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil

pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian

Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang -undangan

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan tugas

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian
perencanaan dan Pelaporan;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan; dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :
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Merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

berdasarkan Peraturan Perundang - undangan dan evaluasi tahun

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara

menjelaskan  tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus

dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang

dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan

hasil kerja;

Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di subbagian Perencanaan dan

Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
subbagian Perencanaan dan Pelaporan dengan unit kerja terkait

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria  kebijakan teknis operasional subbagian

Perencanaan dan Pelaporan;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan

program dinas;

Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis dinas

melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;

Melaksanakan pengolahan sistem  informasi  rencana umum

pengadaan,;

Melaksanakan pengolahan system informasi monitoring dan evaluasi;

Melakukan penyusunan rencana kerja anggaran pokok dan rencana

kerja anggaran perubahan secara manual/daring Dinas;

Melakukan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan

dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Dinas;

Melaksanakan  kegiatan penyusunan laporan kinerja  instansi

pemerintah Dinas;

Mengkoordinasikan dan menganalisis bahan laporan keterangan

pertanggung jawaban Dinas;

Melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah

daerah Dinas;

Melaksanakan forum OPD;

Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan

Pelaporan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPISP 2021 7



dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan
tugas;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Sub Bagian Keuangan

a)

b)

<)

Sub Bagian Keuangan Membantu Sekretaris dalam rangka
merencanakan membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan,
dan mengevaluasi pelaksanaan tugas—tugas di subbagian Keuangan
dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang—undangan agar
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas mempunyai

fungsi;

a. Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Keuangan,;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian keuangan;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di subbagian

Keuangan; dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis Subbagian Keuangan.

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan;

a. Merencanakan kegiatan Subbagian keuangan berdasarkan peraturan
Perundang - undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di subbagian keuangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
subbagian keuangan dengan unit kerja terkait berdasarkan
peraturan Perundang-undangan;

g. Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional sub bagian

keuangan;
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h. Melakukan pengadministrasian penataan keuangan Dinas;

i. Meneliti, menganalisis, dan menelaah kelengkapan surat permintaan
pembayaran UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS
pengadaan barang dan jasa;

Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;

—.

k. Melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan
SPP yang diajukan;

.  Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggung
jawaban keuangan;

m. Melakukan pelaporan realisasi keuangan Dinas;

n. Melaksanakan penatausahaan dan akuntansi Dinas sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;

0. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan
realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

r. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

C. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a)

b)

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Membantu Kepala Dinas
merencanakan operasional serta mengoordinasikan  kegiatan di seksi
perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan
kerjasama penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bidang Pengembangan klim Penanaman Modal menyelenggarakan Tugas

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di seksi perencanaan dan deregulasi
penanaman modal, promosi dan kerjasam penanaman modal dan
pemberdayaan usaha daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi
perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasama
penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan
deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman
modal dan pemberdayaan usaha daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
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°)

Tugas Pokok Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

a. Merencanakan operasional kegiatan di bidang pengembangan Iklim
Penanaman Modal berdasarkan Rencana Kerja Dinas berdasarkan
ketentuan  Peraturan  Perundang — undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengembangan iklim
Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undang untuk
mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat
dan efisien;

e. Mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional Pengembangan iklim
Penanaman Modal;

f. Menyelenggarakan kebijakan pada bidang seksi perencanaan dan
deregulasi penanaman modal , promosi dan kerjasama penanaman
modal dan pemberdayaan wusaha daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh
seksi dalam lingkup bidang bidang pengembangan Iklim Penanaman
Modal,

h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
seluruh seksi dalam lingkup bidang pengembangan Iklim penanaman
Modal,

i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;

j- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

k. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal

a)

Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal Membantu
Kepala Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas,
membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas-tugas di Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman
Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan lancar.
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b)

°)

Seksi  Perencanaan, Kajian dan  Deregulasi Penanaman  Modal

menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan kebijakan teknis Seksi Perencanaan, kajian dan
Deregulasi Penanaman Modal

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Perencanaankajian
dan Deregulasi Penanaman Modal;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi
Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal.

Tugas Pokok Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan, kajian dan deregulasi
Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

Mengoordinasikan penyusunan NSPK di Seksi Perencanaan, kajian
dan Deregulasi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Seksi
Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal pemerintahan
dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;

Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, Standar,
prosedur dan kriteria penyusunan rencana umum, rencana strategis
dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan
sector usaha dan wilayah;

Melaksanakan kajian dan analisis penyusunan rencana umum, rencana
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

Melaksanakan penyusunan peta potensi dan peluang investasi
penanaman modal daerah;

Melaksanakan perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi

usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis,
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ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi
unggulan, kedalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah;

k. Mengidentifikasi dampak kebijakan dan atau /perda terhadap
peningkatan pelaksanaan sektor usaha di wilayah daerah;

l.  Menganalisis perancangan  kebijakan dan/atau  Peraturan
Perundang-undangan sesuai kebutuhan penanaman modal dan
pengembangan ekonomi di wilayah daerah;

m. Mengevaluasi implementasi kebijakan dan/atau Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan penanaman modal
dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;

n. Melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan, dan
pengusulan terhadap kebijakan usulan insentif, kemudahan dan
fasilitasi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah;

o. Mengkaji dan menganalisis  Peraturan Perundang-undangan,
persyaratan, dan prosedur ©perizinan dan nonperizinan dalam
melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah;

p. Melakukan analisis Standard Operating procedure (SOP) dan lama
penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah;

q. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan advokasi hukum terkait
kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah;

r. Melaksanakan sosialiasasi kebijakan dan / atau Peraturan Perundang-
undangan terkait penanaman modal daerah;

s. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan, kajian dan
deregulasi penanaman modal dengan membandingkan antara rencana
yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui
tingkat keberhasilan tugas;

u. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

v. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar
pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
a) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Membantu Kepala Bidang
dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil

pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di Seksi Promosi
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b)

dan kerjasama Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan tugas

mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan kebijakan teknis Seksi Promosi dan kerjasama
Penanaman Modal;

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Promosi dan
kerjasama Penanaman Modal,

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Promosi dan
kerjasama Penanaman Modal; dan

Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal,

Tugas Pokok Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman
Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan  petunjuk yang sudah  diberikan  untuk
penyempurnaan hasil kerja;

Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Seksi Promosi dan
kerjasama Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksana tugas
dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Seksi
Promosi dan kerjasama Penanaman Modal; dengan unit kerja terkait
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengembangan pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman
modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan kebijakan
/strategi pengembangan promosi penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan sector usaha dan wilayah,;

Melaksanakan pengadaan material promosi seperti : brosur, leaflet,
poster, video skrip, cd, buklet dan material promosi lainnya;
Melaksanakan penyiapan bahan / sarana prasarana promosi

penanaman modal;
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Melakukan publikasi dan distribusi bahan / material promosi
penanaman modal;

Mengoordinasika pemetaan rencana pelaksanaan promosi
penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
Melaksanakan kegiatan temu usaha, FGD, kontak bisnis, seminar,
lokakarya terkait pengembangan promosi dan kerjasama penanaman
modal;

Melaksanakan  penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi promosi dan kerja sama
dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan
dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan
tugas;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

a)

b)

°)

Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah membantu Kepala bidang dalam rangka

merencanakan, membagi tugas, membimbing,memeriksa hasil pekerjaan,dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di seksi pemberdayaan usaha

daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar

pelaksanaanpekerjaan dapat berjalan lancar.

Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah menyelenggarakan tugas mempunyai

fungsi :

a.
b.

Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah;
Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi
pemberdayaan Usaha Daerah;

Pemberian dukungan  atas pelaksanaan tugas di  Seksi
Pemberdayaan Usaha Daerah; dan

Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah:

a.

Merencanakan  kegiatan  Seksi  Pemberdayaan  Usaha Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;
Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pemberdayaan usaha
daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi
Pemberdayaan usaha daerah dengan unit kerja terkait berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria penyusunan kebijakan operasional pemberdayaan
usaha daerah;
Melakukan analisis dan implikasi kebijakan dalam pengembangan
UMKMV,;
Menfasilitasi pembinaan manajemen usaha kepada para pelaku UMKM
melalui peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen
keuangan, dan pemasaran;
Menfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan
para pelaku usaha besar (PMDN/PMA);
Memfasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah terkait
penanaman modal dengan bantuan permodalan dan pelatihan kerja
(live skill);
Melaksanakan Sosialisasi kebijakan terkait  kerjasama dan
pembinaan dan pengembangan usaha;
Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan penunjang lainnya
dalam mendorong peningkatan daya saing daerah;
Melaksanakan  penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Administrasi
Pemerintahan dengan membandingkan antara rencana yang telah
ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat
keberhasilan tugas;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.
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D. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

a) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan membantu Kepala Dinas

merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di Seksi

Pelayanan  Perizinan Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha  serta

Pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

b) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan tugas

mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha,
Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan penyuluhan
layanan perizinan,;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Seksi Pelayanan
Perizinan Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan
penyuluhan layanan perizinan,;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan penyuluhan
layanan perizinan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

c) Tugas Pokok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan :

a.

Merencanakan operasional kegiatan bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan berdasarkan Rencana Kerja Dinas dan Peraturan Perundang-
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bagian Tata Pemerintahan
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi tingkat
kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan
efisien;

Menyelenggarakan kebijakan pada Seluruh Seksi dalam lingkup bidang
Penyelenggaraan  Pelayananan  Perizinan  berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di
seluruh Seksi dalam lingkup bidang Penyelenggaraan Pelayananan
Perizinan dengan instansi atau unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Penyelenggaraan Pelayananan Perizinan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPISP 2021 1



j-

Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai
secara efektif ;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

a)

b)

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha membantu Kepala Bidang dalam rangka

merencanakan, membagi tugas,membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di seksi Pelayanan Perizinan Usaha

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan lancar.

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha menyelenggarakan tugas mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Usaha;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan
Usaha;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan @ tugas di bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis seksi Pelayanan Perizinan Usaha;

Tugas Pokok Seksi Pelayanan Perizinan Usaha,;

a.

Merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan Usaha
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan  tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pelayanan Perizinan
Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi
Pelayanan Perizinan Usaha; dengan unit kerja terkait berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
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Mengoordinasikan dan Menfasilitasi penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pelaksanaan operasional kebijakan teknis
pelayanan seksi pelayanan perizinan usaha;
Memeriksa, memverifikasi dan  memvalidasi berkas pelayanan
perizinan usaha; sesuai SP dan SOP;
Mengolah dan mengidentifikasi perizinan pelayanan perizinan usaha
yang wajib retrebusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
Mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan prizinan usaha;
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan usaha;
Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik /online single submission (OSS);

Memfasilitasi pelaku usaha dalam memproses perizinan melalui
system elektronik;
Menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban para pelaku yang
bermohon perizinan;
Mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
Melaksanakan  penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan perizinan usaha
dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan
realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha

a)

b)

Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha membantu Kepala Bidang dalam

rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing,memeriksa hasil

pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pelayanan

Perizinan Non Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha menyelenggarkan tugas mempunyai

fungsi;

a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan
Perizinan Non Usaha;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
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d.

Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis

seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha.

c) Tugas Pokok Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;

a.

Merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan  petunjuk yang sudah  diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

Mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan di  bidang seksi
Pelayanan perizinan Non Usaha; sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi
Pelayanan Perizinan Non Usaha; dengan unit kerja terkait berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

Mengoordinasikan dan Menfasilitasi penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pelaksanaan operasional kebijakan teknis seksi
pelayanan perizinan non usaha;

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan non usaha sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Memeriksa, memverifikasi dan memvalidasi berkas perizinan non usaha
sesuai SP dan SOP;

Mengolah dan mengidentifikasi seksi pelayanan perizinan non usaha
wajib retrebus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan non usaha;
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan non usaha;

Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik/online si Cantik Cloud;

Menfasilitasi  pemohon  perizinan non usaha dalam memproses
perizinan melalui system elektronik;

Menginformasikan terkait hak dan kewajiban para pemohon yang
bermohon perizinan;

Mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
Melaksanakan  penyediaan data dan informasi terkait tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
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r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Perizinan Non
Usaha dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan
dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan
tugas;

s. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

t. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan

a)

b)

Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan membantu Kepala

Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing,

memeriksa hasi pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di

seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan

lancar.

Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan menyelenggarakan

tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengaduan dan Penyuluhan
Layanan Perizinan;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pengaduan dan
Penyuluhan Layanan Perizinan;

c. Pemberian dukungan atas  pelaksanaan tugas di bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis

seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan.

c) Tugas Pokok Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan:

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengaduan dan = Penyuluhan
Layanan Perizinan; berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan  di bidang seksi
Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan; sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
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Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi
Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan; dengan unit kerja terkait

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mengoordinasikan dan Menfasilitasi Menyusun norma, standar,

prosedur dan kriteria kegiatan teknis operasional pengaduan,

kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan;

Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan;
Mengoordinasikan dan menfasilitasi pengumpulan data pengaduan
informasi, dan kosultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan;

Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;

Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan secara  secara teknis dan opersional
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan,
informasi, dan kosultasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Mengoordinasikan permasalahan penanganan pengaduan, informasi,
dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan  perizinan
dan nonperizinan;

Mengoordinasikan dan Menfasilitasi bahan-bahan kebijakan peraturan
dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta
bahan penyuluhan kepada masyarakat;

Mengkaji dan mengolah bahan kebijakan dan harmonisasi serta
memfasilitasi pendampingan pelaksanaan advokasi dalam penyelesaian
sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Mensosialisasika penyuluhan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta
advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam
mengeluarkan peraturan lingkup daerah;

Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah

terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam
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penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model
atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;

t. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada  seksi pengaduan dan
penyuluhan layanan perizinan dengan membandingkan antara rencana
yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui
tingkat keberhasilan tugas;

v. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

w. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

E. Kepala Bldang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal

a) Penanaman Modal Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi

b)

Penanaman Modal membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta

mengoordinasikan kegiatan di seksi pengendalian, Pengelolaan CSR, serta

Pengembangan system informasi penanaman modal sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di seksi pengendalian, Pengelolaan CSR
serta Pengembangan system informasi penanaman modal;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi
pengendalian, Pengelolaan CSR, serta Pengembangan system informasi
penanaman modal;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pengendalian, Pengelolaan
CSR, serta Pengembangan system informasi penanaman Modal; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan
maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal :

a. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengendalian dan
Pengembangan Sistem Informasi berdasarkan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
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1.

a)

b)

Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bagian Tata
Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan,;

Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan
efisien;

Mengkoordinasikan penyusunan Norma, tandar, rosedur dan Kriteria
kebijakan teknis operasional bidang Pengendalian dan Informasi
Penanaman Modal;

Menyelenggarakan kebijakan seksi Pengendalian, Pengelolaan CSR dan
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

Menyelenggarakan koordinasi kebijakan teknis pengendalian dan
pengolahan data, informasi penanaman modal dalam lingkup internal
dan eksternal;

Menyelenggarakan Koordinasi dan memfasilitasi permasalahan-
permasalahan yang timbul akibat kebijakan pelaksanaan penanaman
modal;

Menyelenggarakan  monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Menyelenggarakan koordinasi pengendalian terhadap hak dan
kewajiban penanam modal;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif ;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan lancar.

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membantu kepala

bidang pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi penanaman modal

dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil

pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Fungsi Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

a.

Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;
Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;
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Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

c) Tugas Pokok Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

a.

Merencanakan kegiatan Subbagian Seksi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan
hasil kerja;

Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Seksi Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Seksi
Pengendalian dengan wunit kerja terkait berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

Mengoordinasikan dan menfasilitasi dalam Menyusun norma, standar,
prosedur dan kriteria kebijakan teknis operasional penyampaian
Laporan Kegiatan Penanaman Modal, capaian realisasi investasi
penanaman  modal, fasilitasi  permasalahan penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

Menyampaikan laporan capaian realisasi investasi penanaman modal
melalui system pelayanan informasi penanaman investai secara
elektronik (spipise) secara berkala;

Memfasilitasi permasalahan penanaman modal berdasarkan sector
usaha dan wilayah;

Melakukan pembinaan secara berkala terhadap penanaman modal yang
telah memiliki perizinan dan nonperizinan;

Melaksanakan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog
investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara
berkala;

Melakukan fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa
kemudahan berusaha bagi Penanam Modal;

Melakukan pengawalan percepatan proyek strategis nasional yang

sudah memiliki perizinan penanaman modal;
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2.

a)

b)

0

n. Melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas tim (task force)
penanaman modal daerah;

0. Melakukan penilaian terhadap perusahaan yang berprestasi dan
berkinerja baik;

p. Melakukan penilaian terhadap perusahaan yang berprestasi dan
berkinerja baik;

q- Melakukan pembinaan terhadap penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik;

r. Melakasanakan pengawasan penanaman modal berdasarkan data
perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal;

s. Mengawasi atas hak, kewajiban dan tanggungjawab/kepatuhan
perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

t. Mengoordinasikan dan menfasilitasi pengawasan terkait
penggunaan fasilitasi pemerintah;

u. Melaksanakan  penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi
yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

w. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

xX. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar
pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR)

Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR) membantu kepala

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman

Modal dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing,

memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di

seksi Pengelolaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar;

Fungsi Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR):

Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR;
Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi Pengelolaan CSR;
dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis seksi Pengelolaan CSR.

Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR):
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Merencanakan kegiatan seksi Pengelolaan CSR berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan  tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;
Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pengelolaan CSR
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi
Pengelolaan CSR dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;
Melaksanakan Inventarisasi terhadap seluruh perusahaan dalam wilayah
operasional kabupaten wajo yang wajib berkontribusi terhadap
kepedulian  sosial dan lingkungan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;
Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program CSR
Perusahaan dengan program pembangunan Pemda;
Menginventarisir data corporate social responsibility (CSR)
perusahaan;
Mengkoordinasikan pelaksanakan fasilitasi CSR keseluruh stake holders;
Menfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum CSR secara berkala;
Mengkoordinasikan dan menfasilitasi perusahaan yang
melaksanakan kewajiban CSR dengan baik untuk memperoleh
insentif/penghargaan dari Pemerintah Daerah;

Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi Pengelolaan CSR dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan
realisasi yang  dicapai untuk  mengetahui tingkat keberhasilan
tugas;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.
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3.

Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

a) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal membantu kepala

bidang pengendalian dan Pengembangan sistem informasi dalam rangka

merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan,

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b) Fungsi seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal :

a.

Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman Modal;

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi
pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi
pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan

Pemantauan dan  evaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis Subbagian.

c) Tugas Pokok Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal:

a.

Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan  tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal,

Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan
hasil kerja;

Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pengembangan Sistem
Informasi  Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi
Pengembangan Sistem dan Informasi Penanaman Modal dengan unit
kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, standar
Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional pengelolaan data
dan informasi perizinan non perizinan penanaman modal daerah;
Melaksanakan pemutakhiran data perizinan dan nonperizinan dan

penanamanan modal;
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Penyusunan Database perizinan  dan nonperizinan serta
penanaman modal berdasrkan sector usaha dan wilayah;
Membangun dan mengembangkan system jaringan dan informasi
penanaman modal secara elektronik;
Melaksanakan pelaporan produk layanan perizinan dan
nonperizinan berdasarkan sector usaha/wilayah secara berkala kepada
instansi/stake holders;
Melaksanakan pengadaan papan informasi perizinan dan
nonperizinan;

Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi Pengembangan system
informasi penanaman modal dengan membandingkan antara rencana
yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui
tingkat keberhasilan tugas;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasilpelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.:

a.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja.

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a) Melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana yang dimaksud
pasal 30 merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

mengimplementasikan kebijakan secara teknis operasional.
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Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan dalam
menunjang tugas pokok Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.
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B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI L,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN WAJO

SEKRETARIAT ‘

KEPALA DINAS

|




Sember daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain mencakup
sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja. Oleh karna itu,
maka sumber daya manusia yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Wajo sebanyak 28
orang PNS dan 39 orang non PNS, dengna rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
SDM Berdasarkan Jumlah Aparatur

JENIS KELAMIN
NO. STATUS PEGAWAI TOTAL

LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 PNS 7 21 28
2 PTT 14 25 39
JUMLAH 67

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021
Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai PTT lebih banyak

dibanding pegawai PNS. Hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi.

Tabel 1.2
SDM Berdasarkan Spesialisasi Pendidikan
TINGKAT
NO. PENDIDIKA PNS PTT JUMLAH
N

1 S3 - - -
2 S2 7 - 7
3 S1 16 31 47
4 D3 1 2 3
5 SMA 4 6 10
§) SMP - - -
7 SD - - -

JUMLAH 28 39 67

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai baik PNS maupun PTT
memiliki jenjang pendidikan SI lebih banyak dibandingkan dengan lainnya.

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO. DIKLAT PIM JUMLAH (ORANG)
1 Diklat PIM II -
2 Diklat PIM III 1
3 Diklat PIM IV 13
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Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021
Dari tabel tersebut diatas menunjukka bahwa pegawai yang telah mengikuti Diklat

PIM 1V lebih banyak dibanding Diklat Lainnya hal ini disebabkan karna kondisi Keuangan

Daerah.
Tabel 1.4
SDM Berdasarkan Klasifikasi Kepangkatan
JENIS KELAMIN
NO. URAIAN TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 | Pembina Utama Muda 1 - 1
2 | Pembina Tingkat I - - -
3 | Pembina 1 3 4
4 | Penata Tingkat I 3 9 12
S5 | Penata 1 S 6
6 | Penata Muda Tingkat I - 1 1
7 | Penata Muda - 1 1
8 | Pengatur Tingkat I - 1 1
9 | Pengatur - - -
10 | Pengatur Muda Tingkat I 1 - 1
11 | Pengatur Muda - 1 1
JUMLAH 7 21 28

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Dari tabel tersebut jumlah pegawai PNS yang memiliki Golongan Ruang Penata Tingkat
I / IlId dibandingkan dengan Golongan Ruang lainnya hal ini disebabkan pengaruh
pendidikan terakhir ASN tersebut.

Tabel 1.5
Klasifikasi PTT / Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan
JENIS KELAMIN
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 ' SD - - -
2 | SMP - - -
3 | SMA 3 3 6
4 | DIPLOMA - 2 2
5 | S1 14 17 31
6 | S2 - - -
JUMLAH 17 22 39
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Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki DPMPTSP saat ini seperti

yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

KONDISI
NO. g‘;ﬁ‘;ﬁ%\u VOLUME  SATUAN TAHUN
PENGADAAN | BAIK | RUSAK
1] AC 1 Unit 2021 1
Mesin
2| Antrian 1 Unit 2021 1
Komputer
3 PC 5 Unit 2021 5
4| Printer 3 Unit 2021 3
5| Scanner 2 Unit 2021 2
6| Laptop 4 Unit 2021 1
Telepon
7| Analog 1 Unit 2021 1
8| Kursi Rapat 23 Unit 2021 23
Meja Kerja
9| Pejabat 1 Unit 2021 1
Lain-lain

C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Isu Strategis Percepatan Pertubuhan Ekonomi Inklusif yang berkualitas

terkait dengan upaya-upaya untuk menghidupkan perekonomian Kota yang

tumbuh secara berkelanjutan, ramah lingkungan dan dinamis serta memberi

dampak terhadap penyerapan tenaga kerja warga kabupaten Wajo , terkait

dengan penanaman modal yang telah berinvestasi di Kabupaten Wajo, sehingga

yang menjadi permasalahan/isu strategis di DPMPTSP diantaranya :
1.
2.

Belum berkembangnya daya tarik investasi Kabupaten Wajo

Belum optimalnya promosi peluang investasi Kabupaten Wajo dalam forum -
forum investasi Regional maupun nasional

Belum konduksifnya iklim Investasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
kabupaten Wajo masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat
perhatian, yaitu :

a) Terbatasnya Kuantitas dan Kualifikasi Sumber daya Manusia

b) Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi

kewajiban laporan kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo tahun 2019 - 2024 mencakup komponen -

komponen visi, misi, tujuan, dan sasaran serta serta kebijakan dan program.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah
(pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan
arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired
future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi
pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD 2019-2024 adalah
sebagai berikut :

“ Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

Rumusan visi ini mengandung 3 (tiga) pokok visi di dalamnya yakni
amanah, maju dan sejahtera. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang
terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 dimana
Kabupaten Wajo “Maju dan sejahtera”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak
dijalankan untuk mewujudkan wvisi .Misi disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan
penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang
harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan
jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor pelayanan
publik, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.Misi
disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam
rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi RPJMD

Kabupaten Wajo 2019-2024 seperti berikut :
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No. Misi Penjelasan Misi Pokok

visi

1. | Meningkatkan | Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam | Amanah
tata kelola | mewujudkan tatakelola pemerintahan yang
pemerintahan | baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas
yang baik, | birokrasi yang professional dan melayani
bersih dan | masyarakat secara akuntabel, transparan,
amanah partisipatif melalui reformasi birokrasi dan

pemanfaatan teknologi.

2. | Meningkatkan | Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam | Sejahtera
kualitas pemenuhan layanan kehidupan kesehatan
kehidupan sesuai standar, pemenuhan layanan
yang cerdas, | pendidikan, pemerataan pendidikan dan
sehat dan | kualitas pendidikan pada setiap jenjang
beriman Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang

nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan
mengedepankan nilai karakter agama pada
setiap tingkah laku dan perbuatannya

3. | Meningkatkan | Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam | Maju
konektivitas mengelola wilayah dengan  membangun
dan infrastruktur dasar masyarakat secara adil dan
infrastruktur merata, serta memperhatikan aspek
dasar daerah | lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan
yang daya dukung dan daya tamping lingkungan
berwawasan
lingkungan

4. | Meningkatkan | Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam | Sejahtera
pertumbuhan | memanfaatkan dan menggerakkan potensi
ekonomidaerah | sector unggulan daerah untuk meningkatkan
yang  merata | produktivitas, daya saing kompetetif dan daya
dan saing  komparatif = daerah. Peningkatan
berkeadilan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

dengan memperluas akses masyarakat dan
dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan
mengembangkan usaha  sehingga dapat
menurunkan kesenjangan antar pendapatan

dan menurunkan tingkat kemiskinan
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Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP)

Kabupaten Wajo

merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Cara Mencapainya (kebijakan dan program)

yang disajikan secara lengkap dalam tabel Rencana Strategik sebagai berikut :

Kinerja dan

Pencapaian

akuntabel dan

Visi Pemerintah Amanah, menuju wajo yang maju dan
sejahtera
Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan amanah
Tujuan Sasaran Strategis Arah
kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Menyediakan Menyusun
Akuntabilitas Kualitas dan Dokumen yang dokumen yang

akuntabel dan

Keuangan Kinerja PM dan | transparan transparan
Daerah PTSP
Menyiapkan Melakukan
sarana dan | pengadaan dan
prasarana yang | pemeliharaan
dapat sarana dan
meningkatkan prasarana
kinerja OPD pelayanan
publik
Meningkatkan Memanfaatkan Penyediaan Mal
Kualitas kewenangan pelayanan
Pelayanan DPMPTSP sebagai | public (MPP)
Publik PTSP pusat perizinan
untuk
menyediakan Mal
Pelayanan Publik
Meningkatnya Meningkatnya Menyediakan
kualitas Kualitas tata kelola | sarana dan
Pelayanan pelayanan prasarana yang
Publik penyelenggaraan berkualitas
perizinan untuk
menunjang
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pelayanan

Meningkatnya Memanfaatkan Pengunaan

kinerja PTSP | teknologi informasi | pelayanan

dan untuk perizinan

pelaksanaan memaksimalkan berbasis IT

percepatan pelayanan  public | Penyediaan

berusaha dan pelayanan | layanan
penenaman modal | konsultasi dan

pengaduan

Meingkatkan Melaksanakan
sinergitas dengan | koordinasi
perangkat daerah | dengan tim
teknis teknis perangkat

daerah terkait

dari unsur -

unsur pejabat

Misi 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang
merata dan berkeadilan
Meningkatkan | Meningkatkan Meningkatkan Melaksanakan
investasi realisasi pelaksanaan pelaksanaan
daerah investasi kegiatan pengendalian
daerah pengendalian dengan proaktiv,
penanaman memfasilitasi
modal dengan | penyelesaian
pemantauan, permasalahan
pembinaan dan penghambat
pengawasan pelaksanakan
perusahaan investasi
PMA/PMDN
Mengembangkan | Membuat data
potensi dan | dan informasi
peluang investasi | potensi dan
dengan peluang investasi
penyediaan lahan | dan memperluas
dengan status | promosi dengan
yang jelas penyebaran
informasi melalui
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berbagai media
dan pameran baik
dalam  maupun

luar daerah

Memberi Membuat kajian
kemudahaan /peta potensi
berinvestasi yang dapat
dengan meningkatkan

menyempurnaka | iklim investasi
n regulasi daerah
dalam rangka
perbaikan  iklim

investasi

Membuat regulasi

/kebijakan

daerah yang
dapat
mengembangkan

iklim penamanan

modal

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran — sasaran strategis

yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP 2021 3



TABEL 2.1 RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

WAJO
TAHUN 2021
. Target Tujuan/ Sasaran
IKU RPJMD VD GRUIAID vl | T e e Indikator Perangkat Daerah Tahun
2021 Perangkat Daerah
2021
1 2 3 4 5
Meningkatkan Tata 65/B Meningkatkan Nllai SAKIP PD
Kelola Akuntabilitas Kinerja B
Pemerintahan Yang dan Keuangan
Baik, Bersiihm dan Daerah
Amanah
65/B Meningkatnya Nllai SAKIP
Kualitas dan DPMPTSP
Pencapaian
Kinerja BB
Penanaman
Modal dan PTSP
62,00 Meningkatkan Indeks Pelayanan
Kualitas ~ Pelayanan | Publik PTSP (2,58-3,00)/ C
Publik PTSP
- Meningkanya Indeks Kepuasan
Kualitas Masyarakat Untuk 76,55%
Pelayanan Publik PTSP
- Meningkatnya Nllai Kinerja PTSP
Kinerja PTSP dan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Percepatan (60,00-79,99)/B
Percepatan Berusaha
Berusaha
Meningkatkan 7,26 Meningkatkan Pertumbuhan 117
Pertumbuhan Investasi Daerah Ekonomi !
Ekonomi Daerah
Yang Merata dan 2.316.104.340.129 Meningkatnya Pertumbuhan

Berkeadilan

Realisasi Investasi
Daerah

Realisasi Investasi
Daerah

2.316.104.340.129

284

Rasio Daya Serap
Tenaga Kerja

3,16
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1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningakatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas PMPTSP perlu
menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan
dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat
daerah. IKU menggambarkan target pencapaian indikator perangkat daerah sesuai
core businees perangkat daerah terkait tertuang dalam tugas dan fungsi serta
kewenangan utama organisasi.

Berdasarkan keputusan kepala DPMPTSP No...... tentang penetapan indikator
kinerja utama dan indikator kinerja individu dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Wajo
Tahun 2019 sampai 2024 sebagai berikut :

Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran

Meningkatnya kualitas dan
pencapaian kinerja Nilai SAKIP DPMPTSP
Penanaman Modal dan PTSP

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat untuk PTSP
Meningkaynya Kinerja PTSP Nilai Kinerja PTSP dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaaan Percepatan Berusaha

Percepatan Berusaha

Meningkatnya Realisasi Pertumbuhan Realisasi Investasi daerah
Investasi daerah

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi pimpinan yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukir tertentu berdasarkan tugas dan
fungsi kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut :
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® Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

® Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan super visi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

® Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai

Perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel
Perjanjian kinerja Kepala Dinas / Eselon II dan Kepala Bidang-Bidang Eselon III
Tahun 2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Jumlah Nilai Investasi
Berskala Nasional
(PMDN/PMA) 63.000.000.000
Meningkatnya Investasi
1 dan Daya Serap Tenaga Jumlah Investor
Kerja Berskala Nasional 59
(PMDN/PMA)
Daya Tarik Investasi 1 Laporan
Meningkatnya Kugl_1tas Indeks Kepuasan
2 Pelayanan Perizinan 76,60%
. Masyarakat
Satu Pintu
Meningkatnya
3 Akuntabilitas Kinerja, Nilai SAKIP DPMPTSP cc
Perencanaan dan
Keuangan Daerah

1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah

Penyusunan perjanjian kinerja ini mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun

2019 - 2024 dan DPPA Tahun 2021. Berikut ini adalah perjanjian kinerja pada tabel

dibawah ini.
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2. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah

Penyusunan perjanjian kinerja ini mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2019 - 2024 dan DPPA Tahun 2021. Berikut ini adalah

perjanjian kinerja pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.2 REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

TAHUN 2021
Sasaran Target Tahun 2021 Jumlah Pagu Tahun 2021 Penanggung Jawab
Strategis/Program/Kegiatan/ :
NO. Subkegiatan Perangkat LG Sebelum Setelah Sebelum Setelah Nama Jabatan
Daerah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
1 2 3 4 ) 6 7 8 9
MENINGKATNYA KUALITAS Belum Belum
DAN PENCAPAIAN KINERJA dilakukan dilakukan
1 | PENANAMAN MODAL DAN g;“M”Pf:fIP B B pengukuran pengukuran A-Manus
PELAYANAN TERPADU SATU oleh oleh sa
PINTU inpektorat(BB) | inpektorat(BB)
TERWUJUDNYA RATA-RATA
PENUNJANG URUSAN REALISASI
PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN 3.534.394.775 | 3.583.998.736 | 3.534.394.775 | 3.588.078.736
KABUPATEN/KOTA PERANGKAT
DAERAH
Kasubag
perencana
Terlaksananya Persentasse Tuti an dan
Perencanaan, penyusunan dokumen 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 Herawati | pelaporan
Penganggaran dan | perencanaan, Sep-Des
Evaluasi Kinerja PD penganggaran dan 2021
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evaluasi tepat waktu

Kasubag
perencana
Terlaksananya Jumlah Dokumen Nurmiyat | an dan
gerlliyusunan Perencanaan PD 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 ; pelaporan
okumen Jan-agust
Perencanaan PD 2021
Kasubag
perencana
Terlaksananya Jumlah Dokumen Nurmiyat | an dan
Koordinasi dan RKA-PD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 ; pelaporan
Penyusunan Jan-agust
Dokumen RKA-PD 2021
Kasubag
Terlaksananya Jumlah Dokumen perencana
Koordinasi dan Perubahan RKA-PD Nurmiyat | an dan
Penyusunan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 ; pelaporan
Dokumen Jan-agust
Perubahan RKA- 2021
PD
Terlaksananya Jumlah Dokumen
. . . Kasubag
Koordinasi dan Laporan Capaian dan
P Ikhti Realisasi perencana
enyusunan isar Realisasi Tuti an dan
Laporan Capaian Kinerja PD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 .
Kineria d Herawati | pelaporan
inerja dan
Ikhtisar Realisasi Sep-Des
2022

Kinerja PD
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Terlaksananya Persentase
Administrasi Keuangan | Administrasi 2.794.250.775 | 2.807.943.736 | 2.794.259.775 | 2.812.023.736 | ATUAdl gy ctaris
Perangkat Daerah Keuangan PD Tepat n Arman
Waktu
Terlaksananya
Penyediaan Gaji Arifuddi
dan Tunjangan Jumlah ASN 2.788.289.775 | 2.801.973.736 | 2.788.289.775 | 2.806.053.736 n Arman Sekretaris
ASN
Terlaksananya
Koordinasi dan ) )
Penyusunan Jumlah Dokumen 5.970.000 5.970.000 5.970.000 5.970.000 Arfuddi | g0 etaris
Laporan Keuangan | Laporan keuangan n Arman
Akhir Tahun PD Akhir Tahun PD
Terlaksananya Persentase
Administrasi Umum | Administrasi Umum | 5 440 000 | 177.255.500 | 205.000.000 | 177.255.500
PD PD berjalan sesuai
standar
Terlaksananya
Penyediaan
Komponen Jumlah jenis Arifuddi .
Instalasi komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 n Arman Sekretaris
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Perlengkapan Kantor Arifuddi
Peralatan dan yang disediakan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Sekretaris
n Arman
Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya Jumlah Barang
Penyediaan Barang | cetakan yang o o 0 o

Cetakan dan
Penggandaan

disediakan dan
digandakan
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Terlaksananya

Jumlah rapat

Penyelenggaraan koordinasi dan Andi Sri Kasubag
Rapat Koordinasi konsultasi PD yang 170.000.000 142.255.500 170.000.000 142.255.500 Najemmi kepegawaia
dan Konsultasi PD | terselenggarakan n
Terlaksananya Jumlah
Penyediaan bahan/material yang 0 0 0 0
Bahan/Material disediakan
Terlaksananya Persentase
Penyediaan Jasa pemenuhan
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa 336.100.000 351.738.500 336.100.000 351.738.500
Pemerintahan Daerah Penunjang urusan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Jumlah Surat Keluar Andi Sri Kasubag
Penyediaan Jasa 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 . . | kepegawaia
Najemmi
surat menyurat n
Terlaksananya Jumlah jenis jasa
Penyediaan jasa komunikasi, air dan Andi Sri Kasubag
komunikasi, listrik yang 150.000.000 133.200.000 150.000.000 133.200.000 . . | kepegawaia
. - Najemmi
sumber daya air dibayarkan selama 1 n
dan listrik tahun
Terlaksananya Jumlah jenis
Penyediaan jasa Peralatan dan
peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0
perlengkapan
kantor
Terlaksananya Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa pelayanan umum Andi Sri Kasubag .
Pelayanan Umum kantor yang 159.100.000 191.538.500 159.100.000 191.538.500 Najemmi kepegawaia
Kantor disediakan n
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Terlaksananya
Pengadaan Barang

Persentase Barang
Milik Daerah

Milik Dacrah Penunjang Urusan 141.035.000 | 199.061.000 | 141.035.000 | 199.061.000 Arifuddi =gy e taris
enunjang Urusan Pemerintah Daerah n Arman
Pemerintah Daerah Yang diadakan
Terlaksananya Jumlah mebel yang 111.035.000 13.500.000 111.035.000 13.500.000 Arifuddi o1 etaris
Pengadaan Mebel diadakan n Arman
Terlaksananya Jumlah sarana dan
Pengadaan Sarana | prasarana gedung
dan Prasarana kantor atau bangunan Arifuddi .
Gedune Kantor lainnva van 30.000.000 185.561.000 30.000.000 185.561.000 A Sekretaris
g ya yang n Arman
atau Bangunan diadakan
Lainnya
Terlaksananya Persentase BMD
Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan
Milik Daerah yang terpelihara 26.000.000 16.000.000 26.000.000 16.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Jumlah Kendaraan ) )
Penyediaan Jasa | Dinas/Operasional 16.000.000 6.000.000 16.000.000 6.000.000 Ardfuddi | g1 etaris
Pemeliharaan, yang dipelihara n Arman
Biaya
Pemeliharaan, Jumlah pajak
Pajgk, dan kendaraan
Perizinan dinas/operasional
Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang 0 0 0 0
Operasional atau terbayarka

Lapangan
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Terlaksananya
Pemeliharaan/Reh

Jumlah gedung
kantor dan bangunan

abilitasi Gedung | lainnya yang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ardfuddi | g1 etaris
Kantor dan terpelihara/direhabilit n Arman
Bangunan Lainnya | asi
MENINGKATNYA KUALITAS INDEKS KEPUASAN
PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT 76,55% 76,55% 76,55% 76,55%
UNTUK PTSP
MENINGKATNYA PERSENTASE
PELAYANAN PENANAMAN | PERIZINAN DAN NON
MODAL PERIZINAN YANG
DITERBITKAN 345.638.900 379.718.900 345.638.900 375.638.900
TEPAT WAKTU
SESUAI SOP
Meningkatnya
Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Persentase perizinan
Secara Terpadu Satu dan non perizinan hdani Kabid
Pintu Dibidang yang diterbitkan 345.638.900 379.718.900 345.638.900 375.638.900 Wi ant | pelayanan
Penanaman Modal ya perizinan
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Jumlah izin yang
Penyediaan diterbitkan
Pelayanan Terpadu | terintegrasi secara
Perizinan dan elektronik
Nonperizinan
berbasis Sistem 100.000.000 104.640.000 100.000.000 104.640.000
Pelayanan

Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
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Meningkatnya

Jumlah pelaku usaha

Pemantauan yg dipantau
Pemenuhan pemenuhan komitmen
Komitmen perizinan dan non 0 0 0 0
Perizinan dan Non | perizinan penanaman
Perizinan modal
Penanaman Modal
Meningkatnya Jumlah pelaku usaha
Penyediaan yg menerima layanan
Layanan konsultasi Seksi
Konsultasi dan pengaduan
Pengelolaan
Pengaduan 220.000.000 249.440.000 220.000.000 245.360.000 A faizal
Masyarakat
terhadap Jumlah pelaku usaha
Pelayanan Terpadu | Y& menerima layanan
Perizinan dan pengaduan
Nonperizinan
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha
Koordinasi dan daerah yg potensial
Sinkronisasi menerima insentif yg
Penetapan dikordinasikn dan .
. L s 25.638.900 25.638.900 25.638.900 25.638.900 Musnan | Seksi CSR
pemberian disinkronisasikan
Fasilitas/Insentif
Daerah
MENINGKATNYA KINERJA NILAI KINERJA PTSP
PTSP DAN PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN | (60,00- (60,00- (60,00- (60,00-
| PERCEPATAN BERUSAHA PERCEPATAN 79,99)/B 79,99)/B 79,99)/B 79,99)/B
BERUSAHA
MENINGKATNYA PERSENTASE
PROGRAM KETERSEDIAAN
PENGELOLAAN DATA DATA DAN 85.000.000 65.000.000 85.000.000 65.000.000
DAN SISTEM INFORMASI | INFORMASI
PENDUKUNG
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PENANAMAN MODAL

PENANAMAN MODAL
YANG AKURAT

Meningkatnya
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Nonperizinan yang

Persentase perizinan
dan non perizinan
yang diterbitkan
berbasis sistem

TENAGA KERJA

Terintergrasi Pada pelayanan perizinan 85.000.000 65.000.000 85.000.000 65.000.000
Tingkat Daerah secara elektronik yang
Kabupaten/Kota memanfaatkan data
olahan terintegrasi
tingkat daerah
Meningkatnya Jumlah data yang
Pengolahan, diolah, disajikan dan
Penyajian dan dimanfaatkan dalam
Pemanfaatan Data | penerbitan perizinan
dan Informasi dan non perizinan
;erlzma.‘n. dan berbasis elektronik 85.000.000 65.000.000 85.000.000 65.000.000
onperizinan
berbasis Sistem
Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
PERTUMBUHAN
REALISASI 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
| MENINGKATNYA REALISASI | INVESTASI DAERAH
INVESTASI DAERAH
RASIO DAYA SERAP 3,16 3,16 3,16 3,16
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MENINGKATNYA
PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM

PERSENTASE NILAI
INVESTASI YANG
DIREALISASI

PENANAMAN MODAL TERHADAP TOTAL 105.000.000 119.670.000 105.000.000 119.670.000
NILAI INVESTASI YG
DISETUJUI
Terlaksananya persentase pelaku
Penetapan Pemberian usaha yang menerima
Fasilitas/Insentif fasilitasi/insentif
Dibidang Penanaman | sesuai perundangan | 45,000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 | Widiastu
Modal yang Menjadi dan kewenangan t
Kewenangan Daerah daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Penetapan
Kebijakan Daerah | Jumlah regulasi
glengen.al penanaman modal 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
emberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal
Meningkatnya Jumlah dokumen
Evaluasi evaluasipemberian
Pelaksanaan fasilitas/insentif dan
Pemberian kemudahan 0 0 0 0
Fasilitas/Insentif penanaman modal
dan Kemudahan
Penanaman Modal
Terlaksananya Cakupan potensi
Pembuatan Peta investasi daerah
60.000.000 74.670.000 60.000.000 74.670.000

Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

berdasarkan wilayah
kecamatan
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Terlaksananya
Penyusunan

Jumlah dokumen
RUPM

Rencana Umum Widiastu Se1§s1
10.000.000 0 10.000.000 0 ) Kajian dan
Penanaman Modal ti -
Daerah Deregulasi
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah dokumen peta
Penyediaan Peta potensi penanaman Widiast Seksi
Potensi dan modal 50.000.000 74.670.000 50.000.000 74.670.000 o 2% Kajian dan
Peluang Usaha 1 Deregulasi
Kabupaten/Kota
MENINGKATNYA PERSENTASE
PROGRAM PROMOSI DAN | INVESTOR
PENANAMAN MODAL BERSKALA 70.000.000 55.330.000 70.000.000 55.330.000
NASIONAL
(PMDN/PMA)
Terlaksananya Jumlah
Penyelenggaraan penyelenggaraan
Promosi Penanaman promosi penanaman
Modal yang Menjadi modal berskala 70.000.000 55.330.000 70.000.000 55.330.000
Kewenangan Daerah nasional/internasiona
Kabupaten/ Kota l yang
diselenggarakan/diiku
ti
Terlaksananya Jumlah dokumen
Penyusunan strategi promosi A.Dalais | Seksi
Strategi Promosi penanaman modal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 a promosi
Penanaman Modal
Meningkatnya Jumlah event promosi )
Pelaksanaan penanaman modal ) Seksi
Kegiatan Promosi | berskala daerah yang | 60,000.000 45.330.000 60.000.000 45.330.000 Bahriant | pemberday
Penanaman Modal | diselenggarakan/diiku 1 aan Usaha
Daerah ti Daerah
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Kabupaten/Kota

MENINGKATNYA PERSENTASE
PROGRAM PELAKU USAHA
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
PELAKSANAAN YANG
PENANAMAN MODAL MENJALANKAN 372.573.000 322.573.000 372.573.000 322.573.000
KEGIATAN
INVESTASINYA
SESUAI DENGAN
PERUNDANGAN
YANG BERLAKU
Meningkatnya Persentase pelaku
Pengendalian usaha penanaman
Pelaksanaan modal yang
Penanaman Modal dikendalikan 372.573.000 322.573.000 372.573.000 322.573.000
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah pelaku usaha Kabid
Koordinasi dan penanaman modal Pengendali
Sinkronisasi yang dipantau an dan
Pemantauan 55.600.000 45.600.000 55.600.000 45.600.000 Irianti encemban
Pelaksanaan Pang
Penanaman Modal & .
informasi
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Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha
penanaman modal
yang dibina

205.773.000

185.773.000

205.773.000

185.773.000

Hj.
Suhra

Seksi
pengendali
an

Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Jumlah Pelaku usaha
penanaman modal
yang diawasi

111.200.000

91.200.000

111.200.000

91.200.000

Musnan

Seksi CSR
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untk mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran - sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan
outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya
organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja harus menjawab perjanjian kinerja, dan untuk tingkat
kabupaten harus membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang
seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini
dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan
kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instnasi
pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten Wajo telah menetapkan target kinerja
pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian sasaran strategis
tersebut diwujudkan dengan melaksankan berbagai program dan  kegiatan
strategis.

Sedangkan Gambaran  keberhasilan ketercapaian sasaran dan tujuan
sebagai penjabaran visi dan Misi direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja
Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

sebagai berikut :
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TABEL 3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Target
NO. Sasaran Indikator Tahun REALIsAsT | CAPAIAN | p
Strategis (%)
2021
1 2 3 4 ) 6 9
MENINGKATNY
A KUALITAS
DAN Belum
PENCAPAIAN dilakukan
1 KINERJA NILAI SAKIP B ensukuran )
PENANAMAN DPMPTSP P ileh
MODAL DAN . ktorat(BB
PELAYANAN inpektorat(BB)
TERPADU SATU
PINTU
MENINGKATNY | INDEKS
A KUALITAS KEPUASAN o o .
2 PELAYANAN MASYARAKAT 76,55% 78,98% 103%
PUBLIK UNTUK PTSP
MENINGKATNY | NILAI KINERJA
A KINERJA PTSP DAN
5 | PTSP DAN PELAKSANAAN | (60,00- (60,00- 100%
PELAKSANAAN | PERCEPATAN 79,99)/B 79,99)/B 0
PERCEPATAN BERUSAHA
BERUSAHA
PERTUMBUHA
N REALISASI
MENINGKATNY | INVESTASI 4.,5% 124,49% 2.766%
4 A REALISASI DAERAH
INVESTASI
DAERAH RASIO DAYA
SERAP TENAGA 3,16 6,20 196%
KERJA
Setelah dilakukan pengukuran membandingkan realisasi kinerja dengan
indikator target, maka tingkat capaian terhadap sasaran renstra untuk tahun

2019-2024 adalah memiliki 4 sasaran strategis dengan jumlah IKU 5 indikator,

tingkat pencapaian sasaran strategis ada 4 indikator yang melampaui target dan 1

indikator yang sesuai target. Berdasarkan pengukuran tersebut, rata - rata IKU yang

sesuai terget sebesar 20% dan yang melampaui target 80 %
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TABEL 3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis / Program / Penanggung Jawab
NO. Kegiatan / Subkegiatan Indikator Reusstyiahisy REALISASI | CAPAIA Ke
Perangkat Daerah 2021 N (%) t
Nama Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MENINGKATNYA KUALITAS DAN Belum
PENCAPAIAN KINERJA dilakukan
PENANAMAN MODAL DAN NILAI SAKIP DPMPTSP B pengukuran
PELAYANAN TERPADU SATU oleh Andi
PINTU inpektorat(BB) manussa kepala dinas
TERWUJUDNYA PENUNJANG | RATA-RATA REALISASI
URUSAN PEMERINTAH KEGIATAN PERANGKAT | 3.588.078.736 | 3.379.569.388 94,19
DAERAH KABUPATEN/KOTA | DAERAH
Terlaksananya Perencanaan, | Persentasse penyusunan
Penganggaran dan Evaluasi dokumen perencanaan,
Kinerja PD penganggaran dan 32.000.000 31.239.800 97,62
evaluasi tepat waktu
Terlaksananya Jumlah Dokumen Kasubag
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD 24.000.000 93.239.800 96,83 Tuti . perencanaan dan
Perencanaan PD Herawati pelaporan Sep-
Des 2021
Terlaksananya Koordinasi | Jumlah Dokumen RKA-
dan Penyusunan PD Kasubag
Dokumen RKA-PD 2.000.000 2.000.000 100,00 | Nurmiyati perencanaan - dan
pelaporan Jan-
agust 2021
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Terlaksananya Koordinasi

Jumlah Dokumen

Kasub
dan Penyusunan Perubahan RKA-PD p::; cziaan dan
Dokumen Perubahan RKA- 1.000.000 1.000.000 100,00 Nurmiyati pelaporan Jan-
PD agust 2021
Terlaksananya Koordinasi | Jumlah Dokumen
dan Penyusunan Laporan | Laporan Capaian dan Kasubag
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 5 000.000 5.000.000 100.00 Nurmiyati perencanaan dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja PD ’ pelaporan Jan-
PD agust 2021
Terlaksananya Administrasi Persentase Administrasi Arifuddin
Keuangan Perangkat Daerah | Keuangan PD Tepat 2.812.023.736 2.657.715.493 94,51 Arman Sekretaris
Waktu
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah ASN ] ]
Gaji dan Tunjangan ASN 2.806.053.736 | 2.651.953.293 94,51 x;ﬂﬁdm Sekretaris
Terlaksananya Koordinasi | Jumlah Dokumen ) )
dan Penyusunan Laporan Laporan keuangan Akhir | 5970.000 5.762.200 96,52 Arifuddin Sekretaris
Keuangan Akhir Tahun PD | Tahun PD Arman
Terlaksananya Administrasi Persentase Administrasi
Umum PD Umum PD berjalan 177.255.500 169.859.600 95,83
sesuai standar
Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi Arifuddin .
Listrik /Penerangan Jumlah jenis komponen 20.000.000 19.884.700 99,42 Arman Sekretaris
Bangunan Kantor
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah Peralatan dan Arifuddin
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 14.920.000 99,47 Arman Sekretaris

Perlengkapan Kantor

yang disediakan
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Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan

Jumlah Barang cetakan
yang disediakan dan

Penggandaan digandakan 0 0 -
Terlaksananya Jumlah rapat koordinasi
Penyel'enggaraan Rapat ‘ dan konsultasi PD yang 142.255.500 135.054.900 94,94 Anf:h ' Sri | Kasubag .
Koordinasi dan Konsultasi | terselenggarakan Najemmi kepegawaian
PD
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah bahan/material
Bahan/Material yang disediakan 0 0 B
Terlaksananya Penyediaan Persentase pemenuhan
Jasa Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa
. - 351.738.500 310.081.002 88,16
Pemerintahan Daerah Penunjang urusan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah Surat Keluar Andi Sri | Kasubag
Jasa surat menyurat 27.000.000 26.883.400 99,57 Najemmi kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah jenis jasa
jasa kqmumkgsysumber kom.umkash air dan 133.200.000 94.787 902 71,16 Anfil ' Sri | Kasubag .
daya air dan listrik listrik yang dibayarkan Najemmi kepegawaian
selama 1 tahun
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah jenis Peralatan
jasa peralatan dan dan Perlengkapan Kantor
perlengkapan kantor 0 0 h
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah Jasa pelayanan . .
Jasa Pelayanan Umum umum kantor yang 191.538.500 188.409.700 08,37 | Andi  Sri|Kasubag
L Najemmi kepegawaian
Kantor disediakan
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Terlaksananya Pengadaan
Barang Milik Daerah

Persentase Barang Milik
Daerah Penunjang

Arifuddin .

Pemerintah Daerah Daerah Yang diadakan
Terlaksananya Pengadaan | Jumlah mebel yang Arifuddin
Mebel diadakan 13.500.000 13.489.765 99,92 Arman Sekretaris
Terlaksananya Pengadaan | Jumlah sarana dan
Sarana dan Prasarana prasarana gedung kantor Arifuddin )
Gedung Kantor atau atau bangunan lainnya 185.561.000 181.183.728 97,64 Arman Sekretaris
Bangunan Lainnya yang diadakan

Terlaksananya Pemeliharaan | Persentase BMD

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang

Penunjang Urusan terpelihara 16.000.000 16.000.000 | 100,00

Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah Kendaraan Arifuddin
Jasa Pemeliharaan, Biaya | Dinas/Operasional yang 6.000.000 6.000.000 100,00 u Sekretaris

. . S Arman
Pemeliharaan, Pajak, dan dipelihara
Perizinan Kendaraan
Dinas Jumlah pajak kendaraan
Operasional atau dinas/operasional Roda 2 0 0 _
Lapangan dan 4 yang terbayarka
Terlaksananya Jumlah gedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi | dan bangunan lainnya 10.000.000 10.000.000 100,00 Arifuddin Sekretaris
Gedung Kantor dan yang Arman
Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi
MENINGKATNYA KUALITAS INDEKS KEPUASAN
PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT UNTUK 76,55% 79,98%
PTSP
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MENINGKATNYA PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE
PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN YANG 375.638.900 365.707.150 97,36
DITERBITKAN TEPAT
WAKTU SESUAI SOP
Meningkatnya Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Persentase perizinan dan -
Dibidang Penanaman Modal | non perizinan yang 375.638.900 365.707.150 97,36 | Wahdaniyah g:g;?nagelayanan
yang Menjadi Kewenangan diterbitkan
Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Penyediaan
Pelayanan Terpadu o
Perizinan dan Jumlah izin yang
Nonperizinan berbasis diterbitkan terintegrasi . Kabid pelayanan
Sistem Pelayanan secara elektronik 104.640.000 101.360.650 96,87 Wahdaniyah perizinan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
Meningkatnya Jumlah pelaku usaha yg
Pemantauan Pemenuhan dipantau pemenuhan
Komitmen Perizinan dan komitmen perizinan dan 0 0 ; Andi Faizal
Non Perizinan Penanaman | non perizinan
Modal penanaman modal Seksi Pengaduan
Meningkatnya Penyediaan | Jumlah pelaku usaha yg
Layanan Konsultasi dan menerima layanan
Pengelolaan Pengaduan konsultasi
Masyarakat terhadap 24360.000 240.956.000 98,21

Pelayanan Terpadu
Perizinan dan
Nonperizinan

Jumlah pelaku usaha yg
menerima layanan
pengaduan
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Meningkatnya Koordinasi
dan Sinkronisasi
Penetapan pemberian

Jumlah Pelaku Usaha
daerah yg potensial
menerima insentif yg

Fasilitas/Insentif Daerah dikordinasikn dan 25.638.900 23.390.500 91,23
disinkronisasikan
MENINGKATNYA KINERJA NILAI KINERJA
PTSP DAN PTSP DAN (60,00- (60,00-
PELAKSANAAN PELAKSANAAN 79,99)/ 79,99)/
PERCEPATAN PERCEPATAN B B
BERUSAHA BERUSAHA
MENINGKATNYA PERSENTASE
PROGRAM KETERSEDIAAN
PENGELOLAAN DATA DATA DAN
DAN SISTEM INFORMASI . Seksi erizinan
INFORMASI PENDUKUNG 65.000.000 53.613.600 82,48 Nurmiyati Usaha p
PENANAMAN MODAL PENANAMAN
MODAL YANG
AKURAT
Meningkatnya Pengelolaan Persentase perizinan dan
Data dan Informasi Perizinan | non perizinan yang
dan Nonperizinan yang diterbitkan berbasis
Terintergrasi Pada Tingkat sistem pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota perizinan secara 65.000.000 53.613.600 82,48

elektronik yang
memanfaatkan data
olahan terintegrasi
tingkat daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP 2021




Meningkatnya Pengolahan,
Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan

Jumlah data yang diolah,
disajikan dan
dimanfaatkan dalam
penerbitan perizinan dan

Kemudahan Penanaman
Modal

Nonperizinan berbasis non perizinan berbasis 65.000.000 53.613.600 82,48
Sistem Pelayanan elektronik
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
PERTUMBUHAN
REALISASI INVESTASI 2.316.104.340 | 80.140.100.000
MENINGKATNYA REALISASI DAERAH
INVESTASI DAERAH
RASIO DAYA SERAP
TENAGA KERJA 3,16 3,16
MENINGKATNYA PROGRAM PERSENTASE NILAI
PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG
PENANAMAN MODAL DIREALISASI
TERHADAP TOTAL 119.670.000 111.279.700 92,99
NILAI INVESTASI YG
DISETUJUI
Terlaksananya Penetapan Persentase pelaku usaha
Pemberian Fasilitas/Insentif | yang menerima
Dibidang Penanaman Modal | fasilitasi/insentif sesuai 45.000.000 37.757.700 83,91
yang Menjadi Kewenangan perundangan dan
Daerah Kabupaten/Kota kewenangan daerah
Terlaksananya Penetapan
Kebijakan Daerah )
Mengenai Pemberian Jumlah regulasi
Fasilitas/Insentif dan penanaman modal i i
/ 45.000.000 37.757.700 83,01 Widiastuti Seksi Kajian dan

Deregulasi
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Meningkatnya Evaluasi
Pelaksanaan Pemberian

Jumlah dokumen
evaluasipemberian

Fasilitas/Insentif dan fasilitas/insentif dan 0 0 #DIV/0!
Kemudahan Penanaman kemudahan penanaman
Modal modal
Terlaksananya Pembuatan Cakupan potensi
Peta Potensi Investasi investasi daerah o ] Seksi Kaijian dan
kecamatan
Terlaksananya Jumlah dokumen RUPM
Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal 0 0 )
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penyediaan | Jumlah dokumen peta
Peta Potensi dan Peluang potensi penanaman o ) Seksi Kaiian dan
Usaha Kabupaten/Kota modal 74.670.000 73.522.000 98,46 | Widiastuti Deregula éi
MENINGKATNYA PROGRAM PERSENTASE
PROMOSI DAN PENANAMAN INVESTOR BERSKALA 55.330.000 55.096.000 99,58
MODAL NASIONAL (PMDN/PMA)
Terlaksananya Jumlah penyelenggaraan
Penyelenggaraan Promosi promosi penanaman
Penanaman Modal yang modal berskala
L . . . 55.330.000 55.096.000 99,58
Menjadi Kewenangan Daerah | nasional/internasional
Kabupaten/ Kota yang
diselenggarakan/diikuti
Terlaksananya Jumlah dokumen strategi
Penyusunan Strategi promosi penanaman 10.000.000 10.000.000 100,00 | A.Dalaisa Seksi promosi

Promosi Penanaman Modal

modal
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Meningkatnya

Jumlah event promosi

Pelaksanaan Kegiatan penanaman modal Seksi
. 45.330.000 45.096.000 99,48 Bahrianti pemberdayaan
Promosi Penanaman Modal | berskala daerah yang Usaha Daerah
Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan/diikuti S ¢
MENINGKATNYA PROGRAM PERSENTASE PELAKU
PENGENDALIAN USAHA PENANAMAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG
MODAL MENJALANKAN
KEGIATAN 322.573.000 308.536.900 95,65
INVESTASINYA SESUAI
DENGAN
PERUNDANGAN YANG
BERLAKU
Meningkatnya Pengendalian | Persentase pelaku usaha
Pelaksanaan Penanaman penanaman modal yang
Modal yang Menjadi dikendalikan 322.573.000 308.536.900 95,65
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi | Jumlah pelaku usaha Kabid
dan Sinkronisasi penanaman modal yang Pengendalian dan
Pemantauan Pelaksanaan | dipantau 45.600.000 42.363.900 92,90 Irianty pengembangan
Penanaman Modal informasi
Terlaksananya Koordinasi | Jumlah pelaku usaha
dan Sinkronisasi penanaman modal yang ] Seksi
Pembinaan Pelaksanaan dibina 185.773.000 174.973.000 94,19 Hj.suhra pengendalian
Penanaman Modal
Terlaksananya Koordinasi | Jumlah Pelaku usaha
dan Sinkronisasi penanaman modal yang
Pengawasan Pelaksanaan diawasi 91.200.000 91.200.000 100,00 Musnan Seksi CSR

Penanaman Modal
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TABEL 3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

Realisasi
NO. Sasaran Strategis Perangkat Daerah Indikator Ket
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7
MENINGKATNYA KUALITAS DAN Belum
PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN dilakukan
1 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU NILAI SAKIP DPMPTSP CcC BB pengukuran
SATU PINTU oleh
inpektorat(BB)
MENINGKATNYA KUALITAS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
2 PELAYANAN PUBLIK UNTUK PTSP 76,4 78,47 78,98
MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN NILAI KINERJA PTSP DAN
3 PELAKSANAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PERCEPATAN - 60,00-79,99)/B (60,00-79,99)/B
BERUSAHA BERUSAHA
PERTUMBUHAN REALISASI .
INVESTASI DAERAH 4 10,7 124,49%
4 MENINGKATNYA REALISASI
INVESTASI DAERAH RASIO DAYA SERAP TENAGA
9,47 3,53 6,24

KERJA

Realisasi indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja yang cukup tinggi, dengan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya,

hal ini disebabkan kondisi kerja dan perekonomian beransur pulih dari pembatasan akibat pendemi covid 19.
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TABEL 3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Target PK Target Renstra Realisasi
NO. Sasaran Strategis Perangkat Daerah Indikator Tahun 2021  Tahun 2021 2&‘(;12111“ Ket
1 2 3 4 5 6 7
Belum Belum
dilakukan dilakukan
1 | MENINGKATNYA KUALITAS DAN NILAI SAKIP DPMPTSP CC pengukuran pengukuran
PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL oleh oleh
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU inpektorat(BB) inpektorat(BB)
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INDEKS KEPUASAN o o o
2 PUBLIK MASYARAKAT UNTUK PTSP 76,55% 76,55% 79,98%
MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN NILAI KINERJA PTSP DAN 60.00 (60,00-
3 | PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA PELAKSANAAN (60,00-79,99)/B (79’ 99_ B 79,99)/
PERCEPATAN BERUSAHA 99)/ B
INVESTASI DABRAH 4.5% 4.5% 124,49%
MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI
4 DAERAH
RASIO DAYA SERAP 3.16 3.16 6.2

TENAGA KERJA

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra DPMPTSP periode 2019-2024, maka realisasi indikator kinerja sampai tahun 2021

sebesar 100% telah mencapai 100% dari target akhir sampai periode renstra sebesar 100%. dengan capaian yang sangat sesuai dengan

perencanaan renstra yang diharapkan, mengharapkan dapat mewujudkan realisasi dan informasi tentang asset, kewajiban dan ekuitas.
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TABEL 3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Sasaran Strategis Perangkat

Target PK Tahun

Data Standar

NO. Daerah Indikator 2021 Nasional (jika ada) Realisasi Tahun 2021 Ket
2 3 4 5 6 7
MENINGKATNYA KUALITAS DAN
PENCAPAIAN KINERJA Belum dilakukan
1 PENANAMAN MODAL DAN NILAI SAKIP DPMPTSP BB >60-70 pengukuran oleh
PELAYANAN TERPADU SATU inpektorat(BB)
PINTU
MENINGKATNYA KUALITAS INDEKS KEPUASAN o o
2 PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT UNTUK PTSP 76,60% 76,61 -88,30 78,50%
MENINGKATNYA KINERJA PTSP NILAI KINERJA PTSP DAN
3 DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN | PELAKSANAAN - 60,00 - 79,99 (60,00-79,99)/B
BERUSAHA PERCEPATAN BERUSAHA
PERTUMBUHAN REALISASI
INVESTASI DAERAH 4.5% - 124,49%
4 MENINGKATNYA REALISASI
INVESTASI DAERAH
RASIO DAYA SERAP 3.16 ) 6.2

TENAGA KERJA
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TABEL 3.5 ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA DAN SOLUSI

NO. Indikator Ca;;alan Penyebab Pemngk.atar.l / Penurunan Solusi
(%) Kinerja
1 2 3 4 5
Mempertahankan kinerja dan terus
1 NILAI SAKIP DPMPTSP 114% Lo . L melakukan — peningkatan  kualitas
Evaluasi dari Akumulasi penilaian terhadap | komponen penilaiannya sebagai upaya
kompenen menajemen kinerja tindak lanjut perbaikan
2 102% | Terjadi Peningkatan disebabkan sistem Melakukan sosialisasi dan konseling
INDEKS KEPUASAN pelayanan perizinan sudah menggunakan kepada pelaku usaha dalam penerapan
MASYARAKAT UNTUK PTSP aplikasi yang terintegrasi yang disebut penggunaan aplikasi
aplikasi OSS dan Si Cantik Claoud
NILAI KINERJA PTSP DAN
3 PELAKSANAAN PERCEPATAN 100% adanya sarana ‘dan prasarana pendpkung Peningkatan kamampuan Aparatur dalam
BERUSAHA pelayanan sehingga dapat memberi penggunaan Teknologi informasi
kemudahan dalam perizinan
PERTUMBUHAN REALISASI
4 INVESTASI DAERAH 5379, | adanya aplikasi online tentang Laporan meningkatkan pengawasan, pemantauan
Kegiatan Penanaman Modal melalaui aplikasi | dan pembinaan kepada pelaku usaha
0SS dalam tata cara pelaporan secara online
RASIO DAYA SERAP TENAGA
5 KERJA 196% | beroperasinya kembali industri UMKM dari Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan

kondisi Pembatasan akibat pendemi covid -19

pengawasan penanaman modal
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TABEL 3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO

Sasaran Strategis / Program /
Kegiatan / Subkegiatan
Perangkat Daerah

Capaian
(%)

Jumlah Anggaran

Pagu

Realisasi

Capaian
(%)

Analisis Efisiensi
Sumber Daya

Ket

2

5

6

MENINGKATNYA KUALITAS DAN
PENCAPAIAN KINERJA
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

TERWUJUDNYA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.588.078.736

3.379.569.38
8

94,19

Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
PD

32.000.000

31.239.800

97,62

Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Perencanaan PD

24.000.000

23.239.800

96,83

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan
Dokumen RKA-PD

2.000.000

2.000.000

100,00

4 orang
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Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-PD

1.000.000

1.000.000

100,00

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja PD

5.000.000

5.000.000

100,00

Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

2.812.023.736

2.657.715.493

94,51

Terlaksananya Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN

2.806.053.736

2.651.953.293

94,51

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun PD

5.970.000

5.762.200

96,52

5 orang

Terlaksananya Administrasi
Umum PD

177.255.500

169.859.600

95,83

Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

20.000.000

19.884.700

99,42

Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

15.000.000

14.920.000

99,47

Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

10 orang
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Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi PD

142.255.500

135.054.900

94,94

Terlaksananya Penyediaan
Bahan/Material

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

351.738.500

310.081.002

88,16

Terlaksananya Penyediaan
Jasa surat menyurat

27.000.000

26.883.400

99,57

Terlaksananya Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik

133.200.000

94.787.902

71,16

Terlaksananya Penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor

191.538.500

188.409.700

98,37

Terlaksananya Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

199.061.000

194.673.493

97,80

Terlaksananya Pengadaan
Mebel

13.500.000

13.489.765

99,92

Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau

185.561.000

181.183.728

97,64
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Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

16.000.000

16.000.000

100,00

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

6.000.000

6.000.000

100,00

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

10.000.000

10.000.000

100,00

MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

76,55%

78,50%

MENINGKATNYA PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

375.638.900

365.707.150

97,36

Meningkatnya Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Secara Terpadu
Satu Pintu Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

375.638.900

365.707.150

97,36
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Meningkatnya Penyediaan
Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

104.640.000

101.360.650

96,87

Meningkatnya Pemantauan
Pemenuhan Komitmen Perizinan
dan Non Perizinan Penanaman
Modal

Meningkatnya Penyediaan
Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan

245.360.000

240.956.000

98,21

Meningkatnya Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan
pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah

25.638.900

23.390.500

91,23

MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN
PELAKSANAAN PERCEPATAN
BERUSAHA

(60,00-79,99)/B

(60,00-
79,99)/B

MENINGKATNYA PROGRAM
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

65.000.000

53.613.600

82,48

Meningkatnya Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang Terintergrasi
Pada Tingkat Daerah

65.000.000

53.613.600

82,48

16 orang
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Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

65.000.000

53.613.600

82,48

MENINGKATNYA REALISASI
INVESTASI DAERAH

2.316.104.340.

129

80.140.100.0
00

3,16

3,16

MENINGKATNYA PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

119.670.000

111.279.700

92,99

Terlaksananya Penetapan
PemberianFasilitas/Insenti
f Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

45.000.000

37.757.700

83,91

Terlaksananya Penetapan
Kebijakan Daerah
Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal

45.000.000

37.757.700

83,91

8 orang
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Meningkatnya Evaluasi
Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal

Terlaksananya Pembuatan
Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

74.670.000

73.522.000

98,46

Terlaksananya Penyusunan
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyediaan Peta
Potensi dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota

74.670.000

73.522.000

98,46

MENINGKATNYA PROGRAM
PROMOSI DAN PENANAMAN
MODAL

55.330.000

55.096.000

99,58

Terlaksananya Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

55.330.000

55.096.000

99,58

Terlaksananya Penyusunan
Strategi Promosi Penanaman
Modal

10.000.000

10.000.000

100,00

Meningkatnya Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

45.330.000

45.096.000

99,48
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MENINGKATNYA PROGRAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN 322.573.000 308.536.900 95,65
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah 322.573.000 308.536.900 95,65
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan

Pelaksanaan Penanaman Modal 45.600.000 42.363.900 92,90
Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal 185.773.000 174.973.000 94,19 10 orang
Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
91.200.000 91.200.000 100,00

Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk mencapai sasaran strategis pertama, realisasi kinerja sasaran strategis rata-rata telah mencapai target 100%, lebih tinggi dari
capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 94,42% dapat dikatakan sebagai telah efisien yang menunjukkan salah satu indikator
mencapai penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis telah efisien.

Pada tahun 2021 jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo 28 Orang dan Tenaga

Honorer 39 Orang.
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TABEL 3.7 ANALISIS EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Sasaraf\ _ Terkait Pencapaian Sasaran Tidak Terkait Pencapaian Sasaran
NO. Strategis Indikator Capaia Ket
Perangkat n (%)
Daerah Program Kegiatan Subkegiatan Program | Kegiatan | Subkegiatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN Penunjang Koordinasi dan
PENCAPAIAN Perencanaan, Penyusunan
KINERJA NILAI SAKIP Urusan. h Penganggaran, Laporan
PENANAMAN DPMPTSP 114% zs:’:r:[]lnta dan Evaluasi Capaian Kinerja
MODAL DAN kabupaten/kot Kinerja Perangkat | dan Ikhtisar
PELAYANAN 3 Daerah Realisasi
TERPADU SATU Kinerja SKPD
PINTU
Pelayanan Penyediaan
Perizinan dan Layanan
Non Perizinan Konsultasi dan
secara Terpadu Pengelolaan
MENINGKATNYA | INDEKS Penyelengaraa Satu Pintu Pengaduan
KUALITAS KEPUASAN 102% n Pelayanan dibidang Masyarakat
PELAYANAN MASYARAKAT Perizinan Penanaman terhadap
PUBLIK UNTUK PTSP Modal yang Pelayanan
menjadi Terpadu
Kewenangan Perizinan dan
Daerah Non Perizinan
Kabupaten/ Kota
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MENINGKATNYA | NILAI KINERJA Pengelolaan Data | Pengolahan,
KINERJA PTSP PTSP DAN dan Informasi Penyajian dan
DAN PELAKSANAAN Perizinan dan Pemanfaatan
PELAKSANAAN PERCEPATAN Non Perizinan Data dan
PERCEPATAN BERUSAHA Pengelolaan yang Terintegrasi | Informasi
BERUSAHA Data dan pada Tingkat Perizinan dan
100% sistem Daerah Non Perizinan
Informasi Kabupaten/Kota | berbasis Sistem
Penanaman Pelayanan
Modal Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
Penetapan Penetapan
Pemberian Kebijakan
Fasilitas/Insentif | Daerah
Pengembanga | Dibidang mengenai
n Iklim Penanaman Pemberian
Penamanan Modal yang Fasilitas/Insenti
MENINGKATNYA | PERTUMBUHAN Modal menjadi f dan
REALISASI REALISASI 537% Kewenangan Kemudahan
INVESTASI INVESTASI Daerah Penanaman
DAERAH DAERAH Kabupaten/Kota | Modal

Peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi

Penyelenggaraan
Promosi
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan

Pelaksanaan
Kegiatan
Promosi
Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kot
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Daerah
Kabupaten/Kota

RASIO DAYA
SERAP TENAGA
KERJA

196%

Pengendalian
Pelaksanaan
penanaman
modal

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
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B.Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Wajo urusan wajin
Penanaman Modal. Pagu sebesar Rp. 4.512.606.675,- dengan realisasi sebesar 4.273.802.738,- dengan penyerapan anggaran sebesar 94,42%
dari total anggaran yang dialokasikan.

Adanya sisa anggaran atau anggarann yang tidak terserap atau tidak digunakan disebabkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab Wajo disesuaikan dengan kebutuhn dan realita pada saat pelaksanaan kegiatan dan

selalu memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Sehingga kelebihan anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah atau tidak diserap.
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TABEL 3.8 REALISASI ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

Anggaran Tahun 2021
Jumlah Pagu Realisasi
Program / Kegiatan / I I : Bela :3e : Bela S
: B j| B B j B j
EEEED Belanja ae - ar(:' a:' ;Ja\an Belanj Belan | Belanja na' a:' gja\an Belanj Capaia | ngan
Perangkat Daerah J J J | Total ja Barang | J | Total n (%)
Pegaw | Baran |a a tua |a Belania Peca | dan a |a tua |a Belania
ai g dan | Sub | Hib | n Modal J wagi Jasa Su [Hib | n Modal )
Jasa sidi | ah | Sosi bs | ah | Sosi
al idi al
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |13 14 15 16 17
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan | 2.806.0 ;240§ 0 0 0 ;:792 3.588.07 Zéggl 534.90 o |o 0 12242 3.379.5 119
Daerah 53.736 0 ) 0 ) 8.736 '293' 4.652 3 ) 69.388 !
Kabupaten/Kota
Perencanaan,
Penganggaran,
. 32.00 32.000.0 31.239. 31.239.
d.an E_valuaS| 0 0.000 0 0 0 0 00 0 800 0 |0 0 800 7,62
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan 24.00 24.000.0 23.239. 23.239.
Dokumen 0 0.000 0 0 0 0 00 0 800 0 |0 0 0 800 96,83
Perencanaan
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Perangkat
Daerah

Koordinasi
dan
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD

2.000.

000

2.000.00
0

2.000.0
00

2.000.0
00

100,00

Koordinasi
dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD

1.000.

000

1.000.00
0

1.000.0
00

1.000.0
00

100,00

Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

5.000.

000

5.000.00
0

5.000.0
00

5.000.0
00

100,00

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

2.806.0
53.736

5.970.

000

2.812.02
3.736

2.651
.953.
293

5.762.2
00

2.657.7
15.493

94,51

Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan

2.806.0
53.736

2.806.05
3.736

2.651
.953.

2.651.9
53.293

94,51
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ASN 293
Koordinasi
dan
Penyusunan
5.970. 5.970.00 5.762.2 5.762.2
Laporan 000 0 0 0 0 0 00 00 96,52
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Administrasi 177.2
177.255. 169.85 169.85
Umum Perangkat 55.50 0 0 0 500 0 9.600 9.600 95,83
Daerah 0
Penyediaan
Komponen
Instalasi
L 20.00 20.000.0 19.884. 19.884.
Listrik/Penera 0.000 0 0 0 00 0 200 200 99,42
ngan
Bangunan
Kantor
Penyediaan
Peralatan dan 15.00 15.000.0 14.920. 14.920.
Perlengkapan 0.000 0 0 0 00 0 000 000 99,47
Kantor
Penyelenggar
aan Rapat ;‘5125'(2) 0 0 0 142.255. 0 135.05 135.05 94.94
Koordinasi 0 ‘ 500 4.900 4.900 ’
dan
Konsultasi
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SKPD
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Penunjang 1.962. 0 0 ;:79(5) 199.061. 1.962.0 12242 194.67 97.80
Urusan 050 ) 000 50 ) 3.493 !
. 0 3
Pemerintah
Daerah
Pengadaan 116.3 0 0 13.38 | 13.500.0 116.30 13.37 | 13.4809. 99 92
Mebel 00 3.700 | 00 0 3.465 | 765 !
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana 183.7 179.3
1.845. 185.561. 1.845.7 181.18
Gedung 750 0 0 15.25 000 50 37.97 3728 97,64
Kantor atau 0 8
Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa 351.7
Penunjang Urusan ) 351.738. 310.08 310.08
Pemerintahan 38.50 0 0 0 500 1.002 0 1.002 88,16
0
Daerah
Penyediaan 27.00 27.000.0 26.883 26.883
Jasa Surat 0.000 0 0 0 00 400 0 400 99,57
Menyurat
Penyediaan 133.2
133.200. 94.787. 94.787.
Jasa o 00.00 0 0 0 000 902 0 902 71,16
Komunikasi, 0
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Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

191.5
38.50

191.538.
500

188.40
9.700

188.40
9.700

98,37

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

16.00
0.000

16.000.0
00

16.000.
000

16.000.
000

100,00

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
, Biaya
Pemeliharaan
, Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan

6.000.

000

6.000.00
0

6.000.0
00

6.000.0
00

100,00

Pemeliharaan
/Rehabilitasi
Gedung
Kantor dan

10.00
0.000

10.000.0
00

10.000.
000

10.000.
000

100,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP 2021




Bangunan
Lainnya

Program
Pengembangan lklim
Penanaman Modal

119.6
70.00

119.670.
000

111.27
9.700

111.27
9.700

92,99

Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

45.00
0.000

45.000.0
00

37.757.

700

37.757.
700

83,91

Penetapan
Kebijakan
Daerah
mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insen
tif dan
Kemudahan
Penanaman
Modal

45.00
0.000

45.000.0
00

37.757.

700

37.757.
700

83,91

Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

74.67
0.000

74.670.0
00

73.522.

000

73.522.
000

98,46
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Penyusunan
Rencana
Umum
Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/K
ota

Penyediaan
Peta Potensi
dan Peluang
Usaha
Kabupaten/K
ota

74.67
0.000

74.670.0
00

73.522.

000

73.522.

000

98,46

Program Promosi
Penanaman Modal

55.33
0.000

55.330.0
00

55.096.

000

55.096.

000

99,58

Penyelenggaraan
Promosi
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

55.33
0.000

55.330.0
00

55.096.

000

55.096.

000

99,58

Penyusunan
Strategi
Promosi
Penanaman
Modal

10.00
0.000

10.000.0
00

10.000.

000

10.000.

000

100,00
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Pelaksanaan
Kegiatan
Promosi
Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/K
ota

45.33
0.000

45.330.0
00

45.096.

000

45.096.

000

99,48

Program Pelayanan
Penanaman Modal

141.0
18.90

234.6
0 0 20.00

375.638.
900

135.49
1.150

230.2
16.00

365.70
7.150

97,36

Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan secara
Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/ Kota

141.0
18.90

234.6
0 0 20.00

375.638.
9200

135.49
1.150

230.2
16.00

365.70
7.150

97,36

Penyediaan
Pelayanan
Terpadu
Perizinan dan
Nonperizinan
Berbasis
Sistem

104.6
40.00

104.640.
000

101.36
0.650

101.36
0.650

96,87
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Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara
Elektronik

Penyediaan
Layanan
Konsultasi
dan
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Terpadu
Perizinan dan
Non Perizinan

10.74
0.000

234.6
20.00

245.360.
000

10.740.
000

230.2
16.00

240.95
6.000

98,21

Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Penetapan
pemberian
Fasilitas/Insen
tif Daerah

25.63
8.900

25.638.9
00

23.390.
500

23.390.

500

91,23

Program Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

322.5
73.00

322.573.
000

308.53
6.900

308.53
6.900

95,65
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Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

322.5
73.00

322.573.
000

308.53
6.900

308.53
6.900

95,65

Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

45.60
0.000

45.600.0
00

42.363.

900

42.363.

900

92,90

Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

185.7
73.00

185.773.
000

174.97
3.000

174.97
3.000

94,19

Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman

91.20
0.000

91.200.0
00

91.200.

000

91.200.

000

100,00
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Modal

Program Pengelolaan
Data Dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

65.00
0.000

65.000.0
00

53.613.
600

53.613.

600

82,48

Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

65.00
0.000

65.000.0
00

53.613.
600

53.613.

600

82,48

Pengolahan,
Penyajian dan
Pemanfaatan
Data dan
Informasi
Perizinan dan
Non Perizinan
berbasis
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik

65.00
0.000

65.000.0
00

53.613.
600

53.613.

600

82,48
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TABEL 3.9 RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NO.

Sasaran Strategis
Perangkat Daerah

Sasaran Strategis / Program /
Kegiatan / Subkegiatan Perangkat

Jumlah Anggaran

Program /
Kegiatan /
Subkegiatan Yang
TIDAK Terkait

Jumlah Anggaran

Daerah Pagu Realisasi Langsung dengan Pagu Realisasi
Sasaran Strategis
Perangkat Daerah
2 3 4 5 7 8 9

MENINGKATNYA
KUALITAS DAN

EIEI:'\' ECSZA'AN MENINGKATNYA KUALITAS DAN _
PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN Belum dilakukan

PENANAMAN B pengukuran oleh

MODAL DAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU inpektorat(BB)

PELAYANAN SATU PINTU

TERPADU SATU

PINTU

TERWUJUDNYA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.588.078.736 3.379.569.388

Terlaksananya Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi 32.000.000 31.239.800
Kinerja PD
Terlaksananya Penyusunan 24.000.000 23.239.800
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Dokumen Perencanaan PD

Terlaksananya Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen RKA-PD 2.000.000 2.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen 1.000.000 1.000.000
Perubahan RKA-PD

Terlaksananya Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Capaian 5.000.000 5.000.000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja PD

Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

2.812.023.736

2.657.715.493

Terlaksananya Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN

2.806.053.736

2.651.953.293

Terlaksananya Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan 5.970.000 5.762.200
Akhir Tahun PD
Terlaksananya Administrasi 177.255.500 169.859.600
Umum PD
Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi 20.000.000 19.884.700

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
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Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

15.000.000

14.920.000

Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi

PD

142.255.500

135.054.900

Terlaksananya Penyediaan
Bahan/Material

Terlaksananya Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

351.738.500

310.081.002

Terlaksananya Penyediaan Jasa
surat menyurat

27.000.000

26.883.400

Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik

133.200.000

94.787.902

Terlaksananya Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor

Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

191.538.500

188.409.700
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Terlaksananya Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

199.061.000

194.673.493

Terlaksananya Pengadaan
Mebel

13.500.000

13.489.765

Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

185.561.000

181.183.728

Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

16.000.000

16.000.000

Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

6.000.000

6.000.000

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

10.000.000

10.000.000

MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

76,55%

79,98%

MENINGKATNYA PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

375.638.900

365.707.150
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Meningkatnya Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

375.638.900

365.707.150

Meningkatnya Penyediaan
Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

104.640.000

101.360.650

Meningkatnya Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Meningkatnya Penyediaan
Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan

245.360.000

240.956.000

Meningkatnya Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan
pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah

25.638.900

23.390.500
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MENINGKATNYA
KINERJA PTSP DAN
PELAKSANAAN
PERCEPATAN
BERUSAHA

MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN
PELAKSANAAN PERCEPATAN
BERUSAHA

(60,00-
79,99)/B

(60,00-
79,99)/B

MENINGKATNYA PROGRAM
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

65.000.000

53.613.600

Meningkatnya Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang Terintergrasi
Pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

65.000.000

53.613.600

Meningkatnya Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

65.000.000

53.613.600

MENINGKATNYA
REALISASI INVESTASI
DAERAH

MENINGKATNYA REALISASI
INVESTASI DAERAH

4,5%

124,49%

3,16

6,2

MENINGKATNYA PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

119.670.000

111.279.700
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Terlaksananya Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

45.000.000

37.757.700

Terlaksananya Penetapan
Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

45.000.000

37.757.700

Meningkatnya Evaluasi
Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Terlaksananya Pembuatan Peta
Potensi Investasi Kabupaten/Kota

74.670.000

73.522.000

Terlaksananya Penyusunan
Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyediaan Peta
Potensi dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota

74.670.000

73.522.000

MENINGKATNYA PROGRAM
PROMOSI DAN
PENANAMAN MODAL

55.330.000

55.096.000
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Terlaksananya Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

55.330.000

55.096.000

Terlaksananya Penyusunan
Strategi Promosi Penanaman
Modal

10.000.000

10.000.000

Meningkatnya Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

45.330.000

45.096.000

MENINGKATNYA PROGRAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

322.573.000

308.536.900

Meningkatnya Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

322.573.000

308.536.900

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal

45.600.000

42.363.900

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

185.773.000

174.973.000

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal

91.200.000

91.200.000
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TABEL 3.9 RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019-2024

Sasaran
Strategis RPJMD | Program / Kegiatan / Subkegiatan Jumlah Anggaran Program / Kegiatan / Subkegiatan Jumlah Anggaran
NO. Kabupaten Yang Terkait Langsung dengan Yang TIDAK Terkait Langsung
Wajo Tahun Sasaran Strategis RPJMD Pagu Realisasi dengan Sasaran Strategis RPJMD Pagu Realisasi
2019-2024
1 2 4 5 7 8 9
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
PENCAPAIAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN Belum
KINERJA PENCAPAIAN KINERJA dilakukan
1) PENANAMAN | PENANAMAN MODAL DAN B gf:hg“k“ra“
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU inpektorat(BB
PELAYANAN PINTU )
TERPADU SATU
PINTU

TERWUJUDNYA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 3.588.078.736 & 3.379.569.388
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi 32.000.000 31.239.800
Kinerja PD

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Perencanaan PD 24.000.000 23.239.800
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Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen
RKA-PD

2.000.000

2.000.000

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-PD

1.000.000

1.000.000

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

5.000.000

5.000.000

Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

2.812.023.736

2.657.715.493

Terlaksananya Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN

2.806.053.736

2.651.953.293

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun PD

5.970.000

5.762.200

Terlaksananya Administrasi

Umum PD

177.255.500

169.859.600

Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

20.000.000

19.884.700

Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan

15.000.000

14.920.000
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Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
PD

142.255.500

135.054.900

Terlaksananya Penyediaan
Bahan/Material

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

351.738.500

310.081.002

Terlaksananya Penyediaan
Jasa surat menyurat

27.000.000

26.883.400

Terlaksananya Penyediaan
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

133.200.000

94.787.902

Terlaksananya Penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor

191.538.500

188.409.700
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Terlaksananya Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

199.061.000

194.673.493

Terlaksananya Pengadaan
Mebel

13.500.000

13.489.765

Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

185.561.000

181.183.728

Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

16.000.000

16.000.000

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

6.000.000

6.000.000

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

10.000.000

10.000.000

MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN

MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

76,55%

79,98%
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PUBLIK

MENINGKATNYA PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

375.638.900

365.707.150

Meningkatnya Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

375.638.900

365.707.150

Meningkatnya Penyediaan
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

104.640.000

101.360.650

Meningkatnya Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman
Modal

Meningkatnya Penyediaan

245.360.000

240.956.000
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Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan

Meningkatnya Koordinasi
dan Sinkronisasi Penetapan

. 25.638.900 23.390.500
pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
MENINGKATNYA | MENINGKATNYA KINERJA PTSP MENINGKATNYA KINERJA PTSP
KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN (60,00 DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN
DAN BERUSAHA (60,00- 7'9 99) BERUSAHA
PELAKSANAAN 79,99)/8 /’B
PERCEPATAN
BERUSAHA
MENINGKATNYA PROGRAM MENINGKATNYA PROGRAM
PENGELOLAAN DATA DAN PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI 65.000.000 53.613.600 SISTEM INEORMASI 65.000.000 @ 53.613.600
PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Pengelolaan Meningkatnya
Data dan Informasi Perizinan Pengelolaan Data dan
dan Nonperizinan yang 65.000.000 | 53.613.600 Informasi Perizinan dan 65.000.000 | 53.613.600
Terintergrasi Pada Tingkat Nonperizinan yang
Daerah Kabupaten/Kota Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
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Meningkatnya Pengolahan, Meningkatnya
Penyajian dan Pengolahan,
Pemanfaatan Data dan Penyajian dan
Informasi Perizinan dan Pemanfaatan Data
Nonperizinan berbasis dan Informasi
Sistem Pelayanan Perizinan 65.000.000 53.613.600 Perizinan dan 65.000.000 | 53.613.600
Berusaha Terintegrasi Nonperizinan berbasis
secara Elektronik Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
4 MENINGKATNYA REALISASI 4,5% 124,43%
MENINGKATNYA | INVESTASI DAERAH 316 6.2
REALISASI ! ’
INVESTASI MENINGKATNYA PROGRAM
DAERAH PENGEMBANGAN IKLIM 119.670.000 | 111.279.700
PENANAMAN MODAL
Terlaksananya Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal | 45.000.000 37.757.700
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penetapan
Kebijakan Daerah
Mengenai Pemberian 45.000.000 | 37.757.700
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal
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Meningkatnya Evaluasi
Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal

Terlaksananya Pembuatan
Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

74.670.000

73.522.000

Terlaksananya Penyusunan
Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyediaan
Peta Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/Kota

74.670.000

73.522.000

MENINGKATNYA PROGRAM
PROMOSI DAN PENANAMAN
MODAL

55.330.000

55.096.000

Terlaksananya
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

55.330.000

55.096.000

Terlaksananya Penyusunan
Strategi Promosi
Penanaman Modal

10.000.000

10.000.000
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Meningkatnya Pelaksanaan
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

45.330.000

45.096.000

MENINGKATNYA PROGRAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

322.573.000

308.536.900

Meningkatnya Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

322.573.000

308.536.900

Terlaksananya Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal

45.600.000

42.363.900

Terlaksananya Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

185.773.000

174.973.000

Terlaksananya Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

91.200.000

91.200.000

Laporan Kinerja Instasnsi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP TAHUN 2021

109




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbaikan pemerintahan dan system manajemen merupakan agenda
penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan
saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada
peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcame). Akuntabilitas kinerja merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara yang telah diamantkan
kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo tahun
2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian
kinerja program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas DPMPTSP dalam
menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan pembangunan
berdasarkan kewenangannya.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap S5 (Lima) sasaran strategis
dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja untuk kepala dinas,
sekretaris dan kepala bidang - bidang yang ditetapkan dalam dokumen

perjanjian kinerja Tahun 2021.

B. Saran

Adapun saran yang akan ditempuh sebagai rencana aksi Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo di
masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya
sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

2. Mewujudkan Mutu dan profesionalisme aparatur pelayanan

penanaman modal dan perizinan, sehingga termasuk nominasi sebagai
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salah satu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik Nasional
melalui : [J

a) memaksimalkan fungsi — fungsi staf sebagai pendukung sumber

daya aparatur

b)[] pemanfaatan informasi teknologi (berbasis IT) [J

c) perbaikan sistem pengendalian internal (SPI)
3. Meningkatkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan pelayanan investasi dan perizinan dengan
meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat melalui survei,
umpan balik, kotak saran, atau bahkan percakapan langsung dengan
pemohon. Umpan balik dari pemohon adalah cara terbaik untuk mulai

meningkatkan layanan penanaman modal dan perizinan.

-Sengkang, Februari 2022
Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupatén Wajo
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Lampiran

I‘

Capaian penting lainnya

A. Capaian Kinerja atas tugas tambahan

Tidak ada

. Capaian Kinerja penyelesaian masalah

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu
Pintu. Telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan
melalui penanganan pengaduan masyarakat yang terkait pemberian
layanan di DPMPTSP Kab.Wajo.

Ruang lingkup pengaduan masyarakat selama tahun 2021 meliputi
1. Keluhan keterlambatan perizinan
2. Keluhan terkait usaha yang menganggu ketentraman dan
ketertiban
3. Keluhan terkait usaha berizin yang melanggar aturan yag sudah
ditetapkan.

DPMPTSP kab. Wajo telah membentuk Tim
penanganan pengaduan masyarakat yang beranggotakan utusan dari
OPD teknis terkait dengan masalah yang ada dalam kegiatan
perizinan dan turun langsung ke .lokasi dalam kegiatan penyelesaian

pengaduan masyarakat.
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C.Jumlah kebijakan
1. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (80P) |

II. Penghargaan
1. Penetapan Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Tingkat Nasional wurutan 77 dari 415 DPMPTS Kabupaten
/kota dengan nilai 78,771
2. Terbaik kedua kategori perangkat daerah pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib non pelayanan dasar dengan nilai 66,00

iy

L] .ll

¢0~ p ‘.A- -
Lbﬂ 0‘: ﬂ, ‘s

Drs., m'mnussg, S$So01, M.SL

M’ﬂﬂm
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PENGADUAN TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANMAN TERPADU SATU PINTU

Mo, Tanpgal Mama Pemahon Momer Perigaduan Perifal Pengaduan Timdak 1 Lanjutl Pengaduan
Mempertemukan kedua belah pihak oi
- s takasi hingga menghasilkan keputusan
1 |Eriday, March 18, 2021 H.AB. Ule/ M, Sukarnl | 337/001/1/DPMPTSR/2021 | o ErUURan SO Batas rah dERgAR | L s batas bersebut tidak menigikan
Gudang Nestle di Desa Pasaka R
masyarakat i sekitar gudang, dimana
drenase sudah di seman
2 [Tuesday, April 6, 2021 Hi; Harisawati SeroEpeptae sy |METERdRian state nsae omer dralas | MemmalikEn ks Rantar Koeinfo unbiic
Eangunannya di jalan Teratai mempertanyakan stabus tower tersebat
. mMengadukan kzlo IMB lama yang beliau  |Memberi penjelasan dengan
3 [Monday, April 12, 2021 Bsdar Wira FAT00INSOPMPTSPF202L  |urus, tdak diketshui oleh pihak mempertemukan dengan kepals Bdang Kasi
perencana Ferizinan
Laharn Peftanian yang dialirioleh H”m_.w.._uw .:_.E._.___E.._ r”wz..“.w,.ﬁ_“: 5_.__”# n.
4 |[Wednesday, May 5, 2021 H. Andl Kurnia 137/004/1/DPMPTSR/2021  |pompanisasi diserobot oleh permnilik H N A T P KA R
pompanbash pertanian vang lsin CENgAR S PO g
mentasuki wilavah pelapor
. : Turun ke Lokasi bersama instansi terkait
3 fia Meubetdi B, B 3
5 [saturday, February 6, 2021 Surisma 337/005/1i/DPMPTSpy2021 |2 saha Meuketdill Bajolr Vang g0y memmber arahan kepada pengusaha
menlmbulksn suars bising dan debu . ;
agar tidak lagr mengganggu tetangga
Memerintahkan kepada pemilik bangunan
6 |Monday, September 13, 2021 | Warga BTN Nusa idaman | 337006/ 1/DPMPTSE/2021 - E.ﬁ_.z._m._ P S ::E___p _._._ma_w_“_:m_ﬁa BREgLAn .____n,_..._.n. FRARLE
area sungai lokast sungai dan tetap mematubi batas
sempadan bangunan
Bersama timy tekhnis turun ke lokasi dan
7 |Friday, November 5, 2021 Andi Aya 3377007 1/OPMETSR 2021 | Eneaduan Mengenal Usaha Temnak (Jual) |mengarahkan pengusaha kambing untuk

Kambing di Desa Lempa

tetap menjaga kebearsthan kandang dan
rtap mematuhiateran yang ada

NIP. 19651138 199002 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
INSPEKTORAT DAERAH

JL Rima Mo, 17 Sengkang %0911 Kab. Wajo Sulawest Selatan

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WAJO
NOMOR T4 THMVE SAKIP/ 202 1T Teda
TANGGAL : 09 APRIL 2021

TAHUN ANGGARAN 2020




INSPEKTORAT DAERAH
Ji. Rusa Mo, 17 Sengkeny PoS11 Kab, Waa
Sulawes Sefatan TelpFax (0485; 21268

Serngkeng, &9 Aprit 2021

Kapada
Momor © TO0.64/100/E.Sakip /2021(1 Jlda vih Swekretaris Daarah
Lamp.  © 1 {zal] berkas : Hab. Wajo
Ferinal | Panyampaian Hasid Evaluasi
Sislemn Alunlabilitzs Kineara -  Sangkang

Ingtansi Pemerintah (SAKIP]
DEHAR TSP Kab. Wajo TA 2020

Dalam rangka pelakeanaan Peraturan Pamerintah Mornor & Tahun
2008 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja instansl Pemerntah,
Paraturan Prasiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Klneria Inslansi Pamerintah, Paraturan Menter Pendaysgunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Sirokiast Momar 12 Tahun 2015 tentang Padoma
Evaluasi atas Implementasi Sigtemn  Akuntabilitaa Kinerja Instansi
Pameatintalt, maka diindaktanjuti dengan Surat Tugas
09471 BIAZ0ZANTDA tanggal 16 Februari 2021 uniuk melakukan evalups:
SAKLIP Tahun Anggaran 2020 pada Inspoktorat Ceamh, Dinas Kazahalan,
DRFMPTSP, Dinaz Perhubungan, BAPPELITBANGOA, BPED, RSUD
Siwa, Kecamatan Tanasilole, Kecamedan Setawa, Kacamatan {Gihrang
dan Kacamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo,

Evaluast dllaksanekan dengan memperbatikan sicasional dan

koncdiglongt Pamerntat Daeran daiam masa pandemi Cowed- 78 dan latap
mémaiubi probokol kesshaan.
1. TUJUAN EVALUASI
Evaluasy atas Sistemn  Akuntabiblag  Kinega pada Dinas
Ponenaman Modal den Pelayanan Tatpadu Satu FPinty Kabugpalen

¥Wajo dilakzanakan dangan tujuan

| apwaiaes Fiasit o alaas SAKIT T X020




a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,

b. Menilal tingkat iImplementas| SAKIF,

&. Membarikan saran perbaikan uniuk peningkatan implamentasi
SAKIP

d. Mamaonitor btndak famut rekomendast hasidl evaluas periode
sabelumnys.

RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilasan terhadap perencanaan sirategis, termasuk didalamnya
penanjian kinera, dan sistem pengukuran kinera.

2. Penilalan ferhadap penyajian dan pangungkapan informasi kinerja;

3 Ewvaluasiterhadap program dan kegiatan; dan

4, Evaluasl terhadap kabijakan instansiunit Kerja yang barsangkutan:

TIM EVALUASI

Tim  Evaluas! Inspekiorat yang melsksanskan lugas berdasarkan

Sural Tugas Momor 094/18/A2021/ITDA tanggsl 18 Februan 2021

adatah sebagal bankut :

“No. ~ Nama ~ Peran

1 Saktiar, 5.505., M.Si Pananggung Jawab
2, Surahman S.Sos.M.5i Supervisor

3. PBesse Makkaltaawareng.5.50s.M.Si Pengendall Teknis
4, Andl Zulfiati, S.E..M.Si Katua Tim

& Siti Marvam S.E.M.5i Anggota Tim

B, Jumardl N,3.Pd Anggota Tim

Lapomn Hasd Toabipe SAKTTA-HRN




4. DBJEK EVALUASI
Chigk  evaluasi bardasarkan sural panegasan  sdalsh  Sistem
Akunlablitas Kinecja Instansi Pamarintah yang diraplamentasikan
olah SKPD TA 2020 sesuai penugasan Tim Evaluas| Ingpekigral,
5. ASPEK-ASPEK PENILAIAN
Evaliasi alas implementasi Sistern Akuntabiitas Kirsna  Enstansi
Farmerintah (SAK|IF) pada Qinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpady Satu Pintu Kabupaten Wap Tahun Anggaran 2020 dilakukan
dengan cara mendat aspek-aspek sebagai berikut
A Poroncangan Kinerga, maliputi;
1] Farancanaan Strategis. mancakup sul Kompangn :
» pemenuhan renstma,
» Kualitas manstra, dan
o Irvepbe et e ranstng.
2y Parancanaan Kinefa Tahunan dan Penanjian  Kinera.
mancakup suby Komponen :
« Pomengyhan perencanaan kKloera tehunan dan peranjan
klreaarja.
+ Kuaglitas perencanean kinefa lahunan dan parjanjan kinera
Ishunan.
* Implemeniasi parencanaan kinerja tahunan.
B Pangukuran Klnarja, meliput
1) Petnahui@En pengukosan
2) Rualitas pangukuran
31 Implamaniagi pergukuran
C. Pelgporan Kineria, medlput;
1] Pameanuhan pelaporan
2} Penyajian informasi kinera
1) Fomanfaatan informasi kinerja
D. Evaluasi internal, maliputi -

1) Pemahuhan avaluasi

Lapaun [lawl lvwlomgs) SA%IF Ta 2



23 Kuallas evaluasi

31 Pemanfeatan evaluasi
E. Pencapaian Sasaraniinarna Organisasl. medigli;

1) Kirenja {output) yeng dilaporkars

21 Kinerja [outcama) yang diaporkan

3) Kinerja Lainnya
HASIL EVALUASI
Indikalor penilaian evaluasi yang disajikan dan dituangken dalam
bentuk nllai mulai dar © sampai dengan 100 dengan komposisi jarek
interval (range} yang berbeds-bada sesuai dengan aspek dan
indikator pendman masing-masing. Aspek-aspek yang dinilai dan
indiketor panilaian sesuai tabel sebagai barkut -

P . . - —_—

Hasd Kalerangan

i A apabia salismal Sazaran telah dderGKaM dengan kAo e,

apabda BE% < zasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya «

B 00w, .
o spablla 40% < sasaran yang lalah diergkapi dengan indikalemya <
| T BO%. :
D apabila 20%: < Sagaran ysng tedah dulungh;apl dengan qan indkatomys < |
405
_E spablia gasaran yang telah dlengkam dengan Indikatomya <20% |

‘M ~ Jika |ru:I|ka|nr parlan;,raan Iarpanl.ﬂ-u

1

Sotalah diadaken parnitungan aspek-aspak yang dinilai, dilzkukan
analiziz tabulasi sehingga menghasitkan kategeri-Kategori penfaian
sabaga harkut

!_Hﬁtil Interval - I{al:granqnn
| AA G =00 _I Sangal m&muaskan
—_— .|. ..... —

A Bih - A Mamuaskan
BB | ro-78 E‘rangat Baik !
Ir—E— ﬁ{l ﬁg |E~Fﬂk s
. CC 5050 | Yk
¢ 7 anl4m |werang _ o
LD [ <3 | SangatKurang

Laprran [lawe] 1-valus GAKIF Ta MO




Hendagarkan hasil nput dan clahan data yang diltwmulasikan dalam
tampiate spreatsheet exoel, rngkasan nllai atas implamentasi Sketem
Akuntabitites Kinera Instansi Perarintah pada SKPD Dinas Pananamean

Mod=l dan Palayanan Terpadu Satu Pinlu Kabupalen WajoT A 2020
adalah sabagai barikul

NG | KUMPONEN/SLE KOMPONEN - NILAI
: I H
E_II_.__. - .= 2. L — e e .. _._: 3 _E
' A PERENCANAAN KNERJA(f5%) 7 2268 .
. 1 _: PERENCANAAN STRATEGIS (5% Y}
; =& | PEMENUHAN RENSTRA (1%} T
7 b, KUALTTAS RERSTRA (25%) T T e
\ Tt | MPLEMETAS! RENSTRA [1.5%] T T g |
Il T PERENCONAAN KINERJA TAHUNAN [10%] BT T
B _LP'EMENL.EHAH PERENGANAAN KIMERJA TAHUNAN 2%} YT
I h_L!;u:lALrTASfEHEMt:ANAmrcWEHMTAHUHAH 5%, T, a5
c | MPLEMENTASI PERENCANAAN KINERTA TAHUNAN {3%) i 420

B. FENGUKURAN KINERJA (12,5%) T iT234a
. i PEMENUHAN PENGUKURAN (2.5%) i B.00.
L !u:u,nums PEMGUKLIRAN (6,25%) ' TET
; . T IMPLEMENTAST PENGURURAN 13.75%) ) | 556,
::: FELAPDHAH KINERJA (7,5%) _ L 12,29
; T PEMENURAN PELAPCRAN [1.5%) b 300 |
;' _|TEN'mmw INFORMASI KINERJA (3 75%) T 536
. | PEMANFAATAN NFORMASI KINERJA (2.25%) T 3me 1

| O EVALUASI INTERNAL (10%). N s T
| PEMENUHAN EVALLIAS] (2%) 167 |

I “TKUALITAS EVALUASI{S%) o 3,52 il
. PEM.F-HF.I'—'!ATAN E"u"P-.LLIAEI {_I_]".-'i:]- L 22_5|

£. PENCAPAIAN 5AS ARANMNER!A ORGANISAS! (20%} - 10,50 |
| L KINERJA YANG DILAFORKAN (OUTPUT) (5%] 1 ASG
Il KINERJA TANG DILAPDRKAN {CUTCOME] (5%) ' RS0
I KINERJA LAINNYA 15%) . 350
| HASIL EVALUAS| AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (65%) | 7935

Milan sobagaimana dilunjukkan pada tabel Jdi alas merupeken akumulas

penilaian werhadap selumah komponen manag@mean Kinerja yang dieyaluas

Eampmian HasiE Fudbuasi SAK1F 14 M



pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupatan Wajo, menunjukikan nilai hasil akhir sebesar 79,35 dengan
kategori Sangat Balk atau predikat B B.

7. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

2. Sesual hasil input dan pengolahan data berdasarkan kritera
evaluasi yang lendiri dar 5 (lima} komponan dan subkomponen,
Tim Evaluator menyimpulkan hasil implamentasl sistem
akuntabilitas kinega untuk SKPD DM-PTSFP Kabupaten Wajo
manunjukkan nilai hasil akhir sebesar 79,36 dengan kategori
Sangat Baik atau predikat B B.

b. Sehubungan dengan hasil evaluzsl atas implementasi akuntabilitas
kinaga Tahun 2020, Tim Evsluator merskomendasikan kepada
Kapala SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Temadu
Satu Pintu Kabupaten Walo, hal-hal sebagal berdkut:

1) Mempertahankan Kinerda dan terus melakukan peningkatan
kualitas komponen penilaiannya sebagal upaya tindak lanjut
perbaikan.

2} Melakukan maonitoring pancapalan targat jangka menengah
datam Renstra dan mereviu dokumen Rensira secara barkala.

3} Dokuman Perjanjian Kinerja agar menyajlkan Indikator Kinera
Litama (IKLH).

4) Rencana Aksl atas kinera agar dimonitoring pencapaiannya
secara berkals dan dimanfagtkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegialan.

5) Maelakukan perbaikan pada penyvampaian informasl kinena
werupa laporan kinera dimana informasi pencapaian sasaran
berorientasi pada outcoma, laparan Kinarja manyapkan
parbandingan dala kinera yang memadal antara realisas tahun
ini dangan reatizasi tahun sebelumnya dan perbandingan lam
yang diperukan, dan laporan kineda menyajikan mformasi
tentang analisis efisiensi penggunaan sumbear daya.

|t Hassd Thvaliiad SAKIP TA IDE]|




€) Melakukan perbaikan pade Pencapesan SaseranfKinera
Crganisasi melaiui perbaikan Kimarja vang ditaporkan (Cutput)
dan Klneria vang dilaporkan {Quicome} dengan langkah
menatapkan Targal yang dapal dicapai, Peningkstan Sapsian
Kinaerja dan mengolah informasi pedhal kinehjs sehingoa dapat

dibandaikar,

Erernikian hasil revlu Inl dissmpaikan, agar digunakan tindak lanjut
dan pewbalkan kinerja malzlui palapoaran SAKIP SKPD.
Tangoung @awsb Tim Eveluator terbatas pada hasil reviu berdasatkan
dala/dokumen yang disampatkan olah Qinas Penanaman Moda! dan
Patayanen Terpadu Salu Pinlu Kabupaten Wajo TA 2020

ing r Kabupaten Wajo

5A .So8., M.S1
Pangkat : hina Tingkat !
NIP. 19731202 1993031006,

Tembusan Yth:

1. Bupat Wajo;

2. DPFMPTEP Kabupatan Wajo.
2. Araip

| apeoran Hamil Fadluasi 5aK1F 14 2Fk]
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

JL, JEND AHMAD YANI NO. 53 SENGKANG, TLR/EAY
-5 i (Od88] 323540
Email.dpmptspwajokab@gmail com, Sengkang (90914), Kabupaten Wajo, Provine Sulawes! Selatan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 12.a TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan kefentuan Pasal 3 dan
pasal 4 Peraturen Menten Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Momor PER/S/M. PAN/S2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indiketor Kinerja tama di
Lingkungan Instansi Pemerintsh, periu menstapkan
Indikator Kinerja Utama,

b bahwa berdasarkan pertimbangan s$ebagaimana
dimakaud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Medal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Wajo tentang
Indikator Kinena Utama (IiKL)

Mengingat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendahan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )

2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5§
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemernntah; .

3. Instruksi Presiden Republik Indonasia Nomor 7
Tahun 1929 tentang Akuniabiliats Kinerja Instansi
Pemenntah,

4 Keputusan Lembaga Adminisirasi MNegara
Nomor 238/X6f8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabllitas Kinerja Inslansi
Pemerintah;




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2006
fgnmng Fedoman Pengelotaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan menter dalam  Megen
Momor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Caerah,

& Peraturan Menteri Negara Fendayagunaan Aparatur
Negara Nomor  PER/OSM PAN/S/2007  tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Nomor PER/ZOMIPANA1/2007 tentang Pedoman
penyusunan Indikator Kinara Utama

& Peraturan Bupati Wajo Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Indikator Kinerja Utama  Pemarintah  Daersh
Tahun 2014-2018;

9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kena Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waio ( Berita
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109)

MEMUTUSKAN

Indikator Kineria UUtama sebagaimana fercantum dalam
lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja
yang digunakan Diras Penanaman Modal dan Palayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waio untuk menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja
dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kiners,
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian Kkinerja sesual dokumen Rencana
Strategis

Keputusan Ini mulal beraku sejak tanggel penetapan dan
apabila dikemudian har lerdapal kekelruan di dalamnya,
maka akan perbaikan sabagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal - November 2021

GKEPALA DINAS  PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO

; M.Si
embirna Utama Muda
128 192002 1 001

Pangral
NIP : 196




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : te:o TAHUN 2021

TANGGAL & November 2021

No.  Tujusm | Sasaran Leehiuior TARGET

- Tujuan/Sasaran
 Meningkatkan | | i
Kmegadan | |
Keuangan - Meningkatnya
. Diserah - hualitas dan
pencapaian
kinerja Nilan SAKIF DPMPTSP [£]a)
Penanaman
Modal dan
PTSP
2 Meningkatkan | Intieks Pelayanan | (2.58
Kualitas Publik PTSP 3.060 [/ C
Pelayanan e -
Publik PTSP H“’:ﬁ‘::ﬂ ™ Indeks Kepuasan
- Masyvarakat untuk TH.98%
Pelayanan PISP
Publik '
I!ﬁlenfngfnayn}*& .
:;T’]“ TSP Nilai Kinerja PTSP dan G
Pelaksanaan )
ksanaaan 999 B
P_E_'ll.mﬁa Percepatan Berusaha !
Pércepatan
Berusaha
3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 1,17
Investas
Dﬂfmh - I;HIEf'lll'lgkﬂtl'i}'ﬂ | -F*E:I'tumbu hi:'-ll:'-l. RIEE_t- !IEE. at | 4 Eln-'"l.'l
Realisasi Irvestas: daerah ’
Investasi v — =
daeral Rasio Daya Serap 3,16

Tenaga Kera

KEPALA DINAS  PENANAMAN
4-MODAL -DAN PELAYAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Pangkat | Embina Utama Muda
NIP.; 19654128 195002 1 081
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FEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL [DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp./ Fax. (0485) 323549,

REPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (1K)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019-2024

BUPATI WA,

! & bahwa dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja Dinas

Fenanaman Modal dan Pelayvaman Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wajo, telah dilaksanakan evaluasi berkala
terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;

bahwa berdazarkan pertimbangan sebapaimana tersebut

pada huruf a di atas perlu ditetaphkan Indikator Kiverja
Utama (IKU] Dinas Penanaman Modal dan Pelavenan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wajo tentang Penetapan Indikator Kinera Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kahupaten Wajo Tahun 2019-2024

Undang-Undang Nemor 2% “Tahun 1958, 1entang
Pembentukan Daerah Tingkat 0 di Sulawesi (Lembaran
Negara HRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Neomor 1 Tahun 2004  tenteng
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoer 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawabh Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor $a00),



a.

142,

11.

12,

13,

14,

15.

Urnidlang-Undang Nomor 25 Tabuwn 2004 tentane Sistem
Perencanaan Pembangunan  MNasiomnal (Lembaran Negara
Bepublik Indonesia Tahur 2004 Nomor 104, ‘Tambahan
Lembaran Negara Eepulilik Inebimesia Nomor 4421 1,
lUndang-Undang Nomar 33 Tahun 20034 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Puzat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Republilt Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambwban Lembaran Negara
Ripublik Indonesia Nomeor 4438(;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kencana
l'embangunan Jangka Pamjang Nasional Tahun 2005-2025
iLembaran Negara Republik Tndonesia  Tahon 2007
Nomor 33, Tambabtan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 700

Undang-Undang  Nomar 14 Tahun 2008  tentang
Keterbukaan Informasi Pubbik [Lembaran Neparn Hepublik
Indomesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Megara Repullik Indanesaia Notmor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  ([embaran  Negarn Eepublik
Indonesia Tabhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemhbaran
Megara  Repubhk [ndooesia Momor 55H8Y), sebagaimana
telat: diulah beberapa kall terakhit dengan Undang-Undang
Momture 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja [Eembarae
Negara Repuablik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 3245,
Tambahan lembaran  Negara Bepublik  Indonesig
Nomor 9573);

Feraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun 2006 rentang
Tata Cara Pengendahan dan Evaluazsi Pelakzanaan Bencana
Permbatgunan [Lembaran  Megara  Hepublik  Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negaes
Frepubhk [ndoncsia Nomor 46631,

Peraturan  Pemerintah Nomoar 18 Tahun 2016 rentang
Perangkal Daerah [Lembaman Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 3887, sebapainiana telah diubah dengan
Perawuran  Pemerintah Momor 72 Tahun 2019 rentang
Ferubahan  Alas  Peraluran Pernerintah Nomor 18
Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah [Lembaran MNegara
Fepublilkt Indonesia Tahun 2019 Nomor 18%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302
Feraturan Pemernntah NMomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan [Penyelenggaraan Pemenntahan
Darrah [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomar 73, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Womor 6041,

Peraturan Pemermtah MNomor 12 Tahun 2019 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kepara Republik
ndonesia Tahyn 2009 Nomor 42, Tambahan Lembatan
Megara Republik Tndonesia Nnmar 6322,

Peraluran  Pemenntah Nomor 13 Tabn 2009 lentang
Laporan dan Evaluast Penyeleeparaan Pemerintahan Daerdh
[Lembaran WNepara Republik [ndomesiz Tahun 2019
MNomor 52, Tambahan Lambaran Nepara Repubhl Tndonesia
Nomor 6323},

Peraruran Presiden Neomor 39 Tahun 20017 tenmang
Felaksatiaan Fenrapaian Tujuan Pembanguran




15.

17,

15.

15

20

21,

22

23

24,

23,

Brrkelanjutan  {Lembaran  Negara  Republik [ndonesia
Taliun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor L& Tahuan 2020 tentang Rencana
Pembangu rian Jangks Menengah Masional
Tahun 2020-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomoar 10y

Peraruran Menteri Dalam MNegeri Notmer 1> Tabun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Fengarusulamaan
Gender i Daerah, sebagimana 1elah  diubah denpan
Peraturann Menteri Dalam Megeri Nomer 67 Tahun 2011
tentang Ferubahan Atas Peraturan Mented Dalam Negeri
Mormor |5 Tahuo 2008 teniang Pedaoman Umum Pelaksanaan
Peongrrusutamaan Geoder di Draerah (Benita Negara Republik
Indanesia Tahun 2011 Nomor $94);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 67 Tabun 2012
lentanrg Pedoman Pelaksanmaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam  Penvusunan  ataug  Evaluasi Rencana
Fembangunan Daerab (Benta Negara Republik Indanesia
Tahun 2012 Nomor 9%94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Eepulblik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 20336) sebapaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  Neger
Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubaban alas Peraturan
Menten Nomor Bl Tabun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daeran {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomar 157);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Momenklatur Dinas Pepnanaman Modal dan
Pelavanan Terpedu Satu Mintu Provinsd dan Kabupaten/ Hota
(Berita Mepara Hepuhlik  indenesia Tahun 2016
Nomor 1906}

Peraturan Metteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017
tentang Tara Cara Perencansan, Pengendabian dan #valuasi
Perbanguan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Poratutan Dacerah tentang Hencana Pembangunan WJangks
Panjang Daecrah dan Fencana Jangka Menengab Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan RKepcana Kerja Pemeninltabh Daerah [Berta
Negara Republik Indoneaia Tahun 2017 Notmor 1312):
Petaturan Menoteri Dalam Degern Momor 70 Tahun 2019
tentang  Sisten  Informasi Pembangunan Dacrah [Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor [114);
FPeraruran Menteri Dalam Negeri Womor 90 Tabun 2019
tentang  Klasifikast, Keodefikasi, dan  Nomenklztur
Perencanann Pembangunan dan Keovanpan Caerah (Berita
Negara Eepublik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menterd Deiam Neperi Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Pergturan Daerah Provinei Sulawest Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Dacrah Provinst Bulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Dacrah Provinai Sulawesi Selatan Tabhun 2005
Nomor 10) sebagaimana leiah divbabh dengan Peraturan




26,

27,

28,

Daerash Provingl Sulawesi Selatan Nomor 7 Tah '
tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah ulr'-"lm-ir?;fi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
ii’emha.ngunﬂn Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daersh  Provinsd
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 i -
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi  Selatan Nomor 9
Tahun ;ma tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Deerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20069.2079 (Lembaran
E_J'a#rah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 I';rﬂmnr 9
Fm-aturan_ Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
ga.‘m::airi-II E?L:] fefitang Sistem Perencansan Pembangunarn
aer mbaran  Daerali  Provinsi ;
Tahun 2010 Nomor 2); s
Peraturan Daetah Provins: Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi aSulswesi
Selatan Tahun 2019 Nemor 1) sebagaimana telsh diubsh
dengan Peraturan Daerah  Provinsi  Sulawes] Selatan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor | Tahun 2019
teritang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran
Craerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1}

29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2000

30,

31

32,

33.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Pamjang Daerah
kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8| sebagaimana (elah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perstursn Daerah
habupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kabupaten Wajo
(Lembaran Daerabh Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wajo Noemor 65] ;
reraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Waio
Tabhun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran [Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 11}

.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tehun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Momor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daersh Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109 |,
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Wajo Tahun zmg-_:u:z_-u (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nemor 6, Tambahan
Lernbaran Dserah Kabupaten Wajo NMomer 114);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomoer 7 Tahun 2020
tentang Penvelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan
dan Non Perizman (Lembaran Deerah Kabupaten Wajo




34.

Tahun 2020 Nomer 7, Tambahan Lembaran Dasrah
Kabupaten Wajs Nomor 128);

Peraturan Daersh Kabupaten Wajo Nemor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatar dan Belanja
Daerah  Tabun Anggaran 2021 [Lembarsn Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2021, Nemar 3);

35 Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2019 tentang

36.

37,

Memperhatikan -

Menetapkan

KESATU

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Habupaten Wajo (Berita Daergh
kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 100);

Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Persturan Daerzh Kabupdaten Wajo
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penvelenggaraan  Sistem
Elektronik dalam Perizinan dan Nonperizinan (Berits Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 48),

Peraturan Bupatt Wajo Nemor 144 Tahun 2031 entang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 144);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 lentang
Pengarusutan Gender dalam Permbangunan Nasional:

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU] DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO TAHUN 2019-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tereantum dalarn
lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
vang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan

AEDUA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu
Kabupaten Wajo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyvusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun
2019-2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, d{'ingan
ketentuan apabila di kemudian han terdapat kekeliruan
dalam penetapannva akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya,

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal  Januar 2022
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PERJANJIAN KINERJA TAHUM 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FPINTU

KABUPATEN WAJD
ND SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Investasi dan Daya Serap|Jumiah Nilai Investasi
Tenaga Kera Berskala Nasional £3,000.000.000
(PMDN/FMA)
Jumiah Investor
perskata Masional -1t ]
PMDMFRMA
Daya Tarik Investasi 1 Laporan
2 | Meningkatnya Kualitas Pelayansn Indeks Kepuasan 76.60%
Penzinan Satu FPintu Masyarakat :
3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinera,
Parancanaan dan Keuangan Daerah Nilw Sakip DPMPTSP cC
No. Program Anggaran Kat
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah| Rp  3.534.364.775 DAL
Daerah Kabupaten/Kota
? | Program Pengenmbangan fkiim "Rp  105.000.000 | DALU
Penanaman Modal
3 Program Promosi Penanaman Modal  Rp 70.000.000 | DAU
4  Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp 345638900 | DAL
& | Program Pengendalian Pelaksanaan | Rp 372573000 DA
Esictiisidie sl I | bk
& Program Pengelolaan Data dan Sistem | Rp 85.000.000 oAU
Infarmasi Penanaman Modal
JUMLAH Rp 4.512.606.675
Sengkang, Januar 2021
s .?w‘aldan Pelayanan
efpadu Sghy Pty Kab Wajo, 4
"-.. -:.": ¥
: na Utama Muda, IVic
Nig 5Y128 198002 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATU PINTU KABUPATEN WAJO

1 FPerencanann dan Evaliihs Kinors Perimgkat o 12,000,000
7 Adminlstrn Keusngan Rp 3119878480
3 Adminstsas Umism Hp 547535000

Jumilah Rp 2.779.513.480

ﬂﬂfﬂmjm

Pangkat : Pembina Tinghat I
NIP. 19761021 199511 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
SEKRETARIAT DPMPSTP KABUPATEN WAJD

B Iz == = —
i |Parienubinn Panimiang drsan Persentase Pemenuhan Penunjang 100%
Urusan

1 Penyediaan Komonen instalasl Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.000.000
2 Ponyediaan Feralatan dan Periengkapan Kantor Ro 15,000 500
3  Penyelengparaan Rapat Koordirasi dan Konsultasi SKPD Rp 170,000,000
4 PengadaanMebel Rp 111,035,000
5 Pengadaan Sarana dan Frasarana Gegung Kantor ataw Bangunan Lainnya Rp 30000, 000
6 Penvedlaan fasa Surat Menyurat Ro 27 000,00
7 Poenvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 150000000
5 Pepyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 159.100.000
g Fenyediaan J.a.-sa FE-H'TEII]T&HEM, Biaya Pemeliharaan, Pafak dan Penizinan Rp 16,000,000

Kendarasn Dinas Operastonal atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitas) Gedung Kantor dan Bangunan Rp Tt ]

Lainmya

Jumiah RR  708.135.000
|
SEMGKANG, 4 IANLUARI 2021
SEKRETARIS DPMPTSP KAR, WAJD KaSURBAG. UMUM & KEPEGAW ALAN
Oy
; A
Pangkat : Pembina Tingkat | Pangkat ; Pembing

NIP. 18761021 199511 1 001 NIP. 19670613 199203 2 005




PEHJAHJM.H KIHERJA. TAHUH 2&2'1

Meningkatrya Perencanaan dan Evaluasi Kinefs Pergngkel | perencansan San & D
' | Daewah evalussi kinana yang Espilodd
berasaun 18paEt wakiy
Jurriah dokumean laporan
3 Tetlaksananyva Adminatresl Keusogan keuangan yang tersusen |1 Dokumen/Laparan
' tepat wakiu
Mo Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan Dokuman Perencansan Perangket Daarah Rp  24.000 000
2 Kpordines) an Peryusunan Dokumen REA SKPD Fp 2.000.003
3 Koordinasi dan Peryusynan Dokumen Paranjian K Rp 1.000.000
BKPD
4 Kooronasi dan Peryusuran Laposan Kiners dan Ihkiisr Hp 5000000
Fealsesi Kineria SKPO
5 Woordingsi dan Penyusonan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 58970000
Jumiah Rp 32,970,000

’l.'!{hﬂ’l:jl,;l:: .5,

Pangkat ; Pembina Tinglal |
MIP. 10761021 199511 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. WAJO

Jumilan RSN yaing tersedia gaj dan
tunjargannya W e
Jumriah Laporzn Feuangan ARkbir Tabon
i Teriaksananya Adminstras Keuenass Deerab |DPMPTSP yang Disusun tepat wakty 1 Dokumaen
ens  Dokumen . Keuangan  yang O o S
Adminsgtraskan
Mo Kaglatan Anggaran
L. Pamyechazn gail dan tomjangan 553 Rp 2,708 EE9. TS !
1. |Pemyusunan Pelaporan Keuaoigas Akbir Tahun Rp & 50 (K !
Jumilah

ﬂjﬁ KASUBAG KEUANGAN

T

Parigkat Pembena T | Pangkat Tinghat |
NIF. 15761029 199511 1001 MR TEFE1 222 200604 2013




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KABID PENGEMBANGAN IKLIM PM (ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

1| Meninghatnya Pengambangan kim Pansnamsn Moda) | 25 Dokumen Perencana Penanaman

Mooal Yang i Lokasdan 100
3 Merinpleninye Proeses: dan Pensnsman Modal mm“ FHII Wm ;Eill!ﬁ.
Mo Kegiatan Anggaran
I . o g 45000000
Pengtipan Fembecinng Pasilitas [ Insentl Dibidang Penanamih

Micdal yang Menjaill Kewenangan Dacrah Ksbupaten/ Kata

? Permbinaten Pety Polecar Investan) Falnpaten [ Kot |

3 Prriylmmgnrann Promesl Pentnamen Model yang Memad up FIL0CL000
Kewenangan Daerah Knbupatan) Kote '

Jumlab

(] 175.000.000
SENGKANG,  JANUARL 2071

e .
Pangkat : Penata Tingkat I, 111/d
MIP, 19641114 158902 1 D04




FEFUANIAN KINERIA TAHUN 2041
DINAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU SATU

MO, SASARAM KEGLATAN INCIKATOR KINERIA TARGET

Terlaksananya Penyelenpgaraan Promosi  |Frekuensi Pelabsandan Promos penanaman

1 [Penanaman Modal Yang Yenjads modal yang menjadi kewanangan daerah baik MNER
K.ewenagan Daerah Kabupalen) Kota didalam maupun diluar kabugaten/kota
M. Program Angearan

Frekuens: Frayelengzaraan Fromosi
dalam Daarah
Frehuernst Penyelengearaan Pramosi luar

Mp.  30.000.000

Om,  30.000.040

Dagrah
Ro.
RF.  60.000.000
Sengkortg, Jopuart 2021
KABID PEMGEMBAMGAN IKLIM Kas PROMOSIDAN MERIASLMN &
PEMANAMARN MDA PEMAM AR AN MODAL
ANDI LEMDRA PERDANAPLITRA, 5E HL, IEHEI DALA IS8 5H
Pangkat ; Penata Tk, | Pangkat : Penald Tk, |

M. 19651123 138002 1005 HIP. 19670205 198203 2 J05




PERJAMIIAN KINERIA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL GAN PELAYANAN TERFADL 54T

ND. SASARAN KEGIATAN INDIKATOA KINERIA TARGET
Terlakianarya Fenstapan Femberian
1 Fasilitas/Insent if dibud ang Peranaman Jumlah fasilitas finsentif dibidang penanarnan L
Modal vang menjadi kewenangan dacrah [medal yang men zdi kewenangan dacrah
Cablepaten Waja
5 Terlaks anamya Pembualan Peta Polensi lumilah gdekumen pera pobens investas L
v eskas] Kahupaten Wajo/Kota Kabupaten Wajo vang tarsusun tepat waktu
No. Program ANggaran
Fenetapan Pembenan Fasiltas/insent|f
1. dibidang Penanaman Madal yang menjadi Ap. 15.070.004
kewenangan daersh Kabupaten Wajo
FPenetapan Pemberian Fazilkas,Insentif
‘8- dibidang Penanaman Modal yang menjads Rp.  15.000.0:00
keworangan dacrabh Kabupaten Waja
Penyusunan Rencana Umum Fenanaman
3. R 10030 a0
hiadal Deerah vabupaten/koty g
Fenyediaan Peta Potensi dan Peluang
4, Rp. 50000000
Usahka Kabupaten/Kata P
RP. S0 _ChlHIh. CHMDY
Sengrg, Jonugri 2Z1

KaBil PEMGE MBARKGAN KLIR
PEMN AMARIAM fADDAL

ﬂ..;/":f'-"_-
AHDILENDRA PERCANAPUT 5E

Pangkat ; Penata Tk, |
MNP 19651128 199002 1 005

KASI PEREMCANSAN, KallaN D&k DERGULAS]




PERIAMJIAN KINERJA TAHUN 3021
DINAS PFENANAMAN MODAL GAN PELAYANAN TERPADU $ATU

SASARAN KEGIATAN

MDIKATOR KINERJA, TARGET

Tedaksananys Penyelenggarasn Promosi
Penanaman Modal vang Menjadi
Erwetragan Daerah Kabupaten/ Kota

M.

Frekuensi Priaksanaan Prorics penananan
madal yang menjad kewenangan daerah baik 15108
didalam maupun diluar kabopagens kota

Program

Panyusunan Strategl Promosi Pefanarman
Ragal

KABID PENGEMBANGAN KLIM
FENANAM AN MODAL
-

AMNDI {ENDRA PE SE
Parghdt : Pensta T |
WIP. 13651128 199002 1 005

Anggaran

Re. 10,000,000

RF.  JLODG. 000

Sengkang, Janweri 2024

EA%l PEMBERDAYAAN USAHA DAEAAS

Pamg¥at
MIP. 19800606 200701 2 018




R ———s

PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON Il

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU { DPMPTSF |

ki It Sasaran Program gt
i 55 & PR
Parsetlase  Panyids n P
i Ime iF fggeras elaysnan
nEigkainyE Palayanan Peraneman Modal i 1005
2 Tarzedanya Pengelolaan Data din Sistam Jurmiah Dakumer Pararicenaan|
Informasi Fenaraman Mdal Pengraman Modal diokasian o
Ho Kepgiatan Anggarsn
Palayranan Penzinan dan Nan Parizingn sesarg
Tempady Salu Pinlu ditidang Penanaman Modal
) Yiung maniadi kesenangan Dgerah Kabupsien / R soah b
Eota
Fengeloisen Data dan [nformiasi Perginan ‘dan Nan
& Pariinan yang terniegrasi pada tingkat Oeerah Rp 50 DO0O60
Kabupaten { Hota
Rp 3T5.638.900

HEPALA [HMAS

Sengkang, 1 Febrean 2024

KABID FENYELENGGARASN PELAY ANGN PEREINAN

|4

WAHDAMN S, SE
Fangkat, Penata |8

WP 15741111 2008022 0H




PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON V)

DINAS PENANAMAN MCODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DPMPTSP |

Jumbsh dokomen dEla base  irformasi
parizinan  dam'  poR | perizinan  yang 1005
termipgrasi tnghka) kabupaten walo

Mo Suly FHeglatan

Fengolaten, Penyapan dan Femanisatan Bafa dan
fnfarengsl Parzinan gden Mon Perzinan barbasis
sistar Pelgyvanan Perzinan Berusaha teriniegres:
secdra Eskirondk

KABID PENYELENGGARAAKN PELAYANAN
PERLZIMAN

WAHDANYAH, 5.E
Parghkat, Ponata liii
NI, 1E741111 200902 2 001

Anggaran
Rp U T HR
Rp 5 D D00

Sengkang, | Febnmn 2021

FLASE PELAY ShNAN PERLEMNAN LFSAHA

Pangkat. Ponata TH
MIP. 18730118 2003071 2 12




PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON IV)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ DPMPTSP )

Meningkatays Pelayvanan Perrinen dan Non Penziean
satarn Terpadu Sakl Pl dbidang Panansrman

Jumiat jenid pelayanan penEdran dan o
panzinsn secard  lerpady  satu  pintu

. .
Modal yang menjedi kewenengan Desran Kabupaten (dibidang penaneman medal yang manjadi W
/ Kol kewerangan dacrah kabupaten

o Sub Hagiatan Anggaran
Penyedipen Layanan Konsukasl dan Pengaiolzan

1 Pangaduan Masyeraket lerhadap Pelayanan Tampadu Rp 20,000,020
Parzinan dan Mon Parteinarn

Re 20,000,000

HABID PENYELENGGARAAN PELAY ANAN
PEREZINAN

"| A
Pangkat. Panats e
MIF, 18741111 200802 Z 001

Sangkang. 1 Fabman 2021

KASI PENGADUAN, PENYULLIHAN
LAY AMAN PERLIENAN

MIF, 19780202 200701 1018




PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKEI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2021

Indikator Kineria Target

Tersedianys penyediaan pelayanan perizinan dan
nen perionan berbasis sistim pelayanan periingn
berusaha tenntegrasi secars elektronlk

Jumlah pelayanan pon perisnin yang

i 130 [zin

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelmvanan Peririnan,

Fa
Wi
MiF, 10741311 200203 2 001

ANDI WILDANAH ST
MIFAYT2030¢ 200802 2002

2021




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABID PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PM
(ADMINISTRATOR} PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

PolkshnasT i 7 o e e 4 e
Modal Perizinan 1005

2 WMWM dan Shiem Enformas Juralah doksmen diats bose
Penamanien Modal inforinnal perdsinen dan non i
Elj!.ﬁ'ﬂ? yang iernisgrna bnghat

1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Medal yang mengad  Ap JFEATIOM
Ewenangan Doerah Kabupates Kot

¥ Peagelsloan Datu dan Informas: Perizinan dan ] 500000, MY

Jumlah [ A57 575,000

SENGERANG, Janwan 2071

hﬂliﬁumﬂnw
%mmm

m..ﬂqﬂq'ﬂ-. &
Pangleat : Pembing, IV s
NIP, 19750703 199711 2 002




=

SISTEM INFORI

ah Perusahan yang tidak aktif

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

8 Peruaahaan

H .:{_.-"l-]i.u.-..i =

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19790703 199711 2 002

SENGKANG,

Pangkat : Penata Tingkat.l, ITI/D

NIP

£ 189641231 199103 1 116

2021




PERJAHJ]AH I{IHERJA TAHUH !ﬂﬂ“"l

YT IETACN RETERB00M . | seniats Pewnsialiaan v ) pantai TR ——
Wmm . :
Windal :
I ying ranjadi Rp 85.500,000
JOMLAR Fp 55800000 |
Senghang, lafman 2001
eyt bl
Kepala Bidang Pengendalian dan Hasi Pengendalian Penanaman Modsl

i-gtn:mwf- Fangkat : Penata Tingkat 1. TII/ O
NIP. 19790703 199711 2 062 NIP 19660614 195003 2 013




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKS! PENGELOLAAN CSR PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PM

Peripiakean yar dirbd
1 Buimilah Tanggung Jaweh Sosi Pensabsan (CSR) ki CSH 56 Perusahsan
Mo Kegiatan Anggaran
I Kenasama Frogram CSH Rp  20.000000
| SENGKANG, ey F00'%
Informasi P man M S Kepala Selsl Pengelolsan CER
mﬂ. MUSHANG, S 505
Pangicat : Pembina, 1V/a Panghat : Penats, EIT ¢

| NIP, 19790703 159711 I 003 NIP. 19810712 200701 1 007




